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ABSTRAKSI

ADITYA PERMANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unig&as Brawijaya Malang,
Mei 2011, Kendala dan Upaya Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Kasus Korupsi
Kunjungan Kerja Di DPRD Kota Probolinggo (Sudi di Kejaksaan Negeri Kota
Probolinggo), dengan Dosen Pembimbing Ismail Navianto, SH, Mgy Haryati, SH,
MH

Penulisan skripsi ini membahas kendala dan upayakEa@an dalam mengungkap
korupsi di DPRD Kota Probolinggo. Dewasa ini, peimah dengan lembaga penegak
hukumnya tengah giat dalam memberantas tindak aidamupsi. Korupsi menjadi
bahaya laten yang bisa terjadi di segala aspekaindalri tingkat pusat, provinsi dan
daerah. Dalam hal ini, kejaksaan mempunyai wewengtgk melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi selain juga aparatylang sudah diatur dalam undang-
undang. Kejaksaan dalam penelitian ini adalah kKsgjak Negeri Kota Probolinggo

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empilisngan metode pendekatan
yuridis sosiologis dan lokasi penelitian berad&ejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancdeagan pihak terkait seperti Kepala
Seksi Pidana Khusus, Wakil Ketua DPRD Kota Prolggilmdan Ketua LSM GEMPA
Kota Probolinggo, sedangkan data sekunder didapat Kejaksaan Negeri Kota
Probolinggo, teori-teori pustaka dan peraturan maégng-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga legislatihjedi salah satu lembaga yang
rentan terhadap korupsi. Korupsi di lembaga letiislazim terjadi saat penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dajukgan kerja. Permasalahan
di sini terletak saat anggota DPRD di Kota Prolggim melakukan kunjungan kerja dan
diindikasikan terjadi penyimpangan dalam kunjungéierja tersebut. Adapun
kejanggalan tersebut antara lain jangka waktu kggn kerja yang tidak sesuai dengan
laporan pertanggungjawaban serta adanya penggehtgaibu dana dalam hal
trasnportasi, hotel dan akomodasi. Penyidik kenrudizelakukan penyidikan dan
menemui beberapa kendala. Adapun kendala tersekudlifikasi menjadi kendala
yuridis dan nonyuridis. Kendala yuridis mencakup gemeriksaan bagi anggota dewan
sebagai saksi yang membutuhkan waktu yang lamaises yang tidak mudah, serta
saksi yang tidak maksimal dalam memberikan ketenangendala nonyuridis dalam
proses penyidikan antara lain langkah penyidik yaagis mengunjungi daerah tujuan
kunjungan kerja yakni Palembang, Medan, Jakarta Janbrana. Lalu, dalam hal
kendala nonyuridis meliputi terbatasnya aparatejiiksaan terlebih dalam posisi Seksi
Intelijen sempat terdapat kekosongan posisi kaneutasi.

Dari semua kendala tersebut kejaksaan berupayak umengatasi kendala-
kendala yang ada. Penyidik tidak mempunyai kewesrarttan kuasa untuk memaksa
Gubernur dalam hal surat ijin pemeriksaan angga®wad. Penyidik hanya bisa
menunggu dan memantau sampai surat ijin pemerikesaebut keluar. Sedangkan
mengenai keterangan saksi yang belum terbuka, gi&nyienghargai hal tersebut dan
tetap menggunakan prosedur yang berlaku di marsh satu diantaranya penyidik
sebelum meminta keterangan harus menyebutkan apgatégrangan saksi tidak sesuai
dengan yang sebenarnya termasuk tindakan melavkamhiDengan kondisi demikian,
diperlukan koordinasi yang baik antara lembagaaiedeperti pemerintah provinsi dan
Kejaksaan Agung agar dapat meningkatkan kinerjak&sjan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, seluruh komponen di Indonesia, mulgi piemerintah hingga
masyarakat tengah giat dalam melaksanakan refonpeasbangunan diberbagai
aspek. Salah satu tujuan dari langkah tersebuth idkrciptanya tujuan
pembangunan nasional yaitu masyarakat yang denmkidil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Namun, hal tersebut terhiaoiéda korupsi yang sudah
membudidaya di Nusantara. Korupsi menjadi bahayenlgang tidak hanya
terjadi dalam pemerintah pusat namun juga dalamepatah daerah. Banyak
aspek yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan untikp&io Keprihatinan dalam
usaha penegakan hukum di Indonesia selama ini sefp@ekambah karena rakyat
hampir tak mempercayai lagi lembaga penegak hukum.

Permasalahan korupsi sendiri akhir-akhir ini didneésia seperti tiada
habis-habisnya dan muncul silih berganti, perbigaanmengenai korupsi selalu
menarik perhatian masyarakat. Hendarman Supandjiyamepaikan bahwa
“meski upaya pemberantasan korupsi semakin meningtetapi belum
menunjukkan tanda-tanda bahwe@ame rate-nya menurun dan Indonesia masih
tetap termasuk dalam peringkat negara-negara teykati dunia® dari

pengalaman sehari-hari, tampaknya keberhasilan me@mtas korupsi masih

! Baharudin LopaKejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Kompas,
Jakarta, 2001, h. 131

2 Hendarman SupandjKorupsi dan Penegakan Hukum, Makalah Seminar Nasional
“Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik”, Jakar2Q06, h. 6, dikutip dari Vito Tanzi,
Corruption, Governmental Activities and Markets, IMF Working Paper, Agustus 1994



sangat terkendala oleh perilaku masyarakat seymg memilki toleransi terlalu
tinggi terhadap korupsi. Diberbagai negara di dumiarupsi paling banyak
dijumpai di tingkat lokal yakni dalam pemerintatdaerah’

Sebagai cermin Trias Politica yang dibawa oleh Msgieue, Negara
Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi tiga elepemting yang berperan
dalam pemerintahahTiga elemen tersebut ialah eksekutif, legis|adif gudikatif
yang saling berkesinambungan namun tetap berdidisesesuai tugas dan fungsi
masing — masing.

Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif yladikatif sangat
penting dalam sistem presidesiil terlebih dengandi® Indonesia yang begitu
majemuktf’ Pada intinya, otonomi daerah menjadi titik tola&rkembangnya
demokrasi di Indonesia. Otonomi daerah itu senilah kebebasan untuk
memelihara dan memajukan kepentingan khusus sdédadyagan keuangan
sendiri, menetukan hukum sendiri dan pemerintalesmlis.” Kondisi demikian
sangat jauh berbeda dibandingkan dengan era Orde Baat era Orde Baru,
pemerintah daerah tidak banyak diberi kesempatarkumengolah segala macam
kekayaan dan sumber daya milik daerah. Hal ituaderkarena sistem yang
digunakan saat itu memungkinkan untuk dilakukannyanopoli dengan

kepemiminan yang otoriter.

® Robert Klitgaard,Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah,

Yayasan Obor Indonesia For Governanc Reform indedia, Jakarta, 2002, h. 1

* Trias Politica ialah paham yang dibawa oleh ahtatnegara dari Prancis yakni
Montesgieu yang membagi pemerintahan menjadi tadaniyeksekutif, legislative dan yudikatif
dengan prinsip checks and balances, Seta Basri, Penjabaran Trias Politica, 2010,
www.google.com

® Dharma Setyawan Sala®tonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan
Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 71

® Saldi Isra,Pergeseran Fungsi dan Wewenang Legislasi, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010, h. 12

Dharma Setyawan Salam, Op. Cit, h. 81



Menurut Lord Action, bangsawan asal Inggpswer tends to corrupt, but
absolut power corrupts absolutely yang berarti bahwa kekuasaan itu membuka
peluang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsiakin besar kekuasaan
maka akibatnya semakin besar pula kesempatan daangeuntuk melakukan
korupsi. Meskipun demikian, kewenangan otonomi a@aetalam suatu negara
kesatuan tidak dapat diartikan sebagai kebebasdn daerah dalam menjalankan
hak dan fungsi otonominya tanpa mempertimbangkgeriingan nasiondl.
Lembaga legislatif menjadi salah satu lembaga yantan dengan kasus korupsi,
baik itu di tingkat pusat, provinsi ataupun daerabmbaga legislatif menjadi
lembaga yang terdiri dari wakil rakyat dan dituntatuk selalu menjadi jembatan
aspirasi masyarakat.

Korupsi merupakan masalah paling besar di negarkeimdang dan
masalah itu semakin menarik perhatian begitu meknadekade terkahir abad
ini.” Peluang untuk terjadinya korupsi di lembaga legillazim terjadi saat
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DagRBD) dan kunjungan
kerja. Agenda kunjungan kerja biasa ditetapkan paal tahun. Penetapan
waktu dan tempat untuk kunjungan kerja dirumuskaat pembentukan rencana
dan anggaran kerja dalam kurun beberapa waktu pandesatu tahun). Konteks
tersebut bisa berubah, apabila dalam nyatanyaatibkeada kasus yang tidak bisa
dipecahkan dengan sifat yang mendadak dan memlanybdgnyelesaian secepat

mungkin.

8 Harian Umum Suara Pembaharu@tgnomi atau Federalisme, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2000, h. 62

® Malang Corruption Watchylenyingkap Korupsi di Daerah, Yayasan Pengembangan
Sumber Daya Indonesia (YPSDI), Malang, 2003, h. 15



Sehubungan dengan hal tersebut, tidak bisa diptngkhwa sejak
beberapa tahun terakhir telah terdapat banyak pek@pan dugaan kasus
korupsi yang melibatkan anggota dewan. Bahkan,atlagang terhitung secara
geografis jauh dari ibu kota seperti di Propinsim@tera Barat, Sulawesi
Tenggara hingga Lampung juga terkena virus korypsig sudah merajalela.
Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi di seluruh Insianesampai dengan bulan
Desember 2010 terdapat 265 (dua ratus enam puhd) lkasus korupsi yang
melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerangah jumlah
tersangka/terdakwal/terpidana sebanyak 967 (sembatus enam puluh tujuh)
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditangiah 29 (dua puluh
sembilan) Kejaksaan Tinggi. Pada periode yang saslah dikeluarkan ijin
pemeriksaan untuk anggota legislatif sebanyak 38@ ¢atus dua puluh tujuh)
orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Psodan 735 (tujuh ratus
tiga puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyagr@h Kabupaten/Kots.

Data pihak Kejaksaan Agung menyebutkan, angka Kipadadana korupsi
tiap tahun di Indonesia selalu ada peningkatan. uvignJaksa Agung Tindak
Pidana Khusus (JamPidsus), dari data yang dimilédjaksaan Agung, selama
lima tahun terakhir, sekitar tiga ribu perkara lelmasuk ke meja kejaksaan.
Tentu hal tersebut sangat kontras jika dibandingdlamegara lain. Sebagai
perbandingan, di Brunei Darusallam selama kuruntw&klima) tahun hanya ada
1 (satu) kasus korupsi. Sedangkan di Amerika Lhtinya ada 25 (dua puluh

lima) kasus dalam kurun waktu 5 (lima) taHtn.

10 Andi Ramadhan, Disorientasi Pemberantasan Korupsi, Suara Merdeka,2008,
www.Google.condi akses pada tanggal 28 Maret 2011

1 sSuyantoKorupsi di Indonesia, 2011 http : www.berita.com diakses pada tangfal 1
Februari 2011



Kunjungan kerja dipandang menjadi salah satu lafearg tepat untuk
korupsi. Pada tahun 2009, di tingkat pusat, korulgam hal kunjungan kerja
terjadi di Kementerian Perdagangan. Dalam kasyspihek Kejaksaan Agung
telah menaikkan status dua kasus dugaan korupgingen kerja ke luar negeri
pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yangitéajfach 2007-2009, dari
tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KorupsKdmenterian Perdagangan
tersebut menggunakan matirk up atau penggelembungan ddfa.

Selain di pusat, korupsi kunjungan kerja juga thridi sektor provinsi
tepatnya di Jawa Timur. Perjalanan dinas ini mekapgrogram yang disusun
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasagemeriksaan pada Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) selama 10 (sepuluh) thalaril sampling belanja
kunjungan kerja dari bulan April sampai dengan bulduli tahun 2008.
Ditemukan bukti belanja perjalanan dinas sejuml@zh(dua puluh tujuh) SPPD
(Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang tidak dagipertanggungjawabkan
kebenarannya. Penyidik kemudian mendapati nama-ngmg diperintahkan
untuk menjalankan tugas ke luar daerah. Akan tetigdam daftar hadir pegawai
yang telah ditandatangani dan tercatat hadir, gadgataannya nama-nama yang
tertulis tidak melaksanakan perjalanan dinas selvage dimaksud. Dengan kata
lain, pengeluaran belanja perjalanan dinas terseioiak digunakan untuk
membiayai perjalanan dinasehingga, negara mengalami kerugian hingga

sebesar Rp31.646.480,00 atas pengeluaran belajgdapan dinas. Hal tersebut

2 pytra ManafKorups dan Pemecahannya, 2010, http www.detikNews.condi akses
pada tanggal 28 Maret 2011




disebabkan bendahara pengeluaran tidak mematwdntken yang berlaku bahwa
pengeluaran harus digunakan sesuai dengan peramioy.

Sedangkan di Kota Probolinggo, secara umum dalamnkwaktu satu
semester terakhir telah terjadi beberapa kasupkprantara lain*
1. Korupsi beras miskin yang dilakukan oleh Rukayd)(4nantan Lurah
Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Proggbt yang diduga
merugikan negara hingga 7, 75 kuintal beras. Kasusrjadi pada Bulan
Agustus 2010.
2. Korupsi dana hibah Proyek Penanggulangan SosiahdfkbMasyarakat
(P2SEM) yang diberikan kepada dua puluh satu (Zihhaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Diantara sekian banyak LSM teusebtiga
diantaranya terindikasikan ada penyimpangan dankduangan negara.
Kasus ini terjadi pada Bulan Desember 2010.
3. Korupsi kunjungan kerja yang dilakukan oleh Sekiet®ewan yang
bekerja sama dengan rekanan dan beberapa anggaa gang dianggap
telah merugikan negara hampir setengah milyar hupk&asus ini pula
yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa tadgBRD Kota
Probolinggo dengan pihak rekanan ini diawali dafareya rencana kunjungan
kerja ke Medan, Palembang, Jakarta dan Jembrana.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai upaytukummenambah
wawasan bagi komisi-komisi yang ada di DPRD KotabBlinggo. Seperti

diketahui, jumlah anggota dewan Kota Probolingggupelah 30 (tiga puluh)

13" Dinas Kesehatan Jawa Timur, httpwiiw.bukabuka.info.contliakses pada tanggal

28 Maret 2011
4 Data primer Kejaksaan Negeri Kota Probolingdit, 2




orang yang sudah disesuaikan dengan Bilangan PerRemgilin berdasarkan
penetapan Komisi Pemilihan Umum Daetah.

Susunan 30 (tiga puluh) kursi tersebut membagi DRRE2a Probolinggo
sesuai dengan struktural organisasi yang sudahlurddglam undang-undang.
Secara organisasi, DPRD dipimpin oleh ketua deveang yibantu oleh dua wakil
ketua. Ketiga unsur pimpinan tersebut membawahi kigmisi yakni Komisi A
yang mengurusi masalah pemerintahan, hukum dargdekarja. Komisi B
membahas perihal ekonomi dan keuangan sedangkamsik@nmmembidangi
masalah pendidikan, kesejahteraan rakyat dan peguban'®

Kasus tersebut bermula dari laporan dan pengadeambaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang menilai ada kejanggalan dagteoses kunjungan kerja
ke Jakarta, Jembrana, Medan dan Palembang yankuldia oleh anggota
dewan'’ LSM dan beberapa tokoh masyarakat seperti pimpioaanisasi
masyarakat dan ulama menilai anggaran yang dibebati&lam kunjungan kerja
tersebut sangat berlebihan. Pihak LSM dan bebei@mh masyarakat tersebut
mengetahui hal tersebut saat sidang paripurna D&&Dhasil investigasi media
massa.

Sidang paripurna adalah salah satu kegiatan wdfiRID sebagai sarana
penyampaian pendapat dan laporan hasil kinerjangrasasing komisi. Dalam
sidang paripurna, undangan bersifat umum sehinggg dihadiri oleh elemen

masyarakat mulai dari pers, LSM hingga tokoh makatr seperti ulama dan

15 http://www.kotaprobolinggo.go.idiakses pada tanggal 25 Oktober 2010

6 Buku Pedoman Kerja DPRD Kota Probolinggo, ta0@9, h. 18

" Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan ekseorang karena hak atau
kewajibannya berdasarkan undang-undang kepadaapeyalmg berwenang tentang telah atau
sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidaasalPL butir 24 KUHAP

Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintenphak yang berkepentingan

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak mehakum seorang yang telah melakukan
tindak pidana aduan yang merugikannya, Pasal 1 PatKUHAP




pimpinan organisasi masyarakat. Sedangkan pihakameehgkalim memperoleh
data-data mengenai kunjungan kerja ini dari sumymerg tidak disebutkan
identitasnya. Pihak media mengaku mendapat infarmeasebut dari anggota
dewan yang tidak setuju dengan rencana kunjungga ke

Dari realita tersebut, beberapa forum dan organimsasyarakat kemudian
memberikan laporan secara resmi kepada Badan PasgBaerah (Bawasda)
untuk menelaah lebih lanjut segala hal yang beerm®Engan kunjungan kerja
yang dilakukan oleh anggota dewan. Dari penemuata®Bd@engawas Daerah,
terdapat rekomendasi untuk diteruskan kepada Bd@emeriksa Keuangan
(BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan kemudian menganalisis labjut kasus
tesrebut dan diketahui ada indikasi kerugian negéasus dugaan korupsi yang
awalnya diduga melibatkan beberapa anggota DPR[2 Robbolinggo dengan
pihak rekanan termaktub dalam Undang — Undang Riéplmolonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangioru

Kejaksaan memegang peran sentral untuk bisa mekapndasus
tersebut. Kejaksaan, dalam hal ini melakukan segmt@sedur dan proses
sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana yangldi dari penyelidikan,
penyidikan hingga penuntutan serta persidanganuskksrupsi perjalanan dinas
ini langsung ditangani oleh kejaksaan tanpa adaammgulangan dari pihak
kepolisian.

Pihak Kejaksaan saat melakukan penelaahan kasosememui beberapa
kendala, baik kendala yang bersifat yuridis maupamyuridis. Kendala tersebut

secara tidak langsung turut menghambat proses pgkgpan kasus korupsi ini.



Pada kenyataannya, Kejaksaan telah mengupayakbadaercara seperti yang
telah diatur oleh undang-undang untuk mengatasidarkendala tersebut.

Korupsi mempunyai dampak negatif yang sangat lesalehih apabila
dikaitkan dengan kerugian negara. Diberbagai nedamunia, korupsi paling
banyak dijumpai di tingkat lokal yakni dalam peméahan daeralf Oleh sebab
itu, tindak pidana korupsi, dalam aspek apapunatalikategorikan sebagai
permasalahan nasional yang harus dihadapi secaggusungguh oleh semua
pihak tanpa ada unsur tebang pilih. Pengawasan gfehtif dan berkepanjangan
sangat diperlukan untuk memonitor kinerja anggawah, baik sebelum atau
sesudah kunjungan kerja.

Pengawasan tersebut sangat berkaitan dengan Kultum. Hal ini
karena pengawasan menjadi salah satu faktor yamafarieelakangi bagaimana
rasatrust and interest masyarakat terhadap wakil rakyat. Peran masyasakajat
besar dalam rangka mengungkap kasus korupsi. Salaintitas dan jumlahnya
yang tidak sedikit, masyarakat lazim terdiri atasblagai macam golongan dan
profesi yang memungkinkan untuk melakukan pengawabéemang, secara
organisasi sudah ada Badan Kehormatan di lembagsaif yang mengawasi
kinerja anggota dewan. Namun, peran Badan Kehomuidaggap kurang karena
pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukark Is&carainternal maupun
eksternal. Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah cgatuh sangat
melekat dan menjadi bagian dari masyarakat. Baldalam banyak kasus, sering

diawali dari laporan dan pengaduan yang berasairdesyarakat.

18 Klitgaard, Robert, Op. Cit, h. 1
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Kunjungan kerja yang bermasalah, terutama yang giiena negara harus
ditindak sesuai dengan prosedur dan sistem yarigkiberKepolisian Republik
Indonesia beserta Kejaksaan Negeri menjadi "aki@ig mempunyai peran
sentral dalam menangani masalah — masalah hukughtggadi saat kunjungan
kerja dan kasus umum lainnya. Tak dapat disantpediyva pemberlakuan sanksi
pidana turut berperan pada efektifitas penegakan gdanataan hukum
administrasi, termasuk pada pelaksanaan tugas-tpgaserintahah’ Dapat
ditarik sebuah benang merah bahwa kerja sama amiasyarakat dengan
pemerintah serta aparat hukum menjadi sebuah cauk dapat meminimalisir
korupsi.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan teadakunjungan
kerja yang benar-benar sesuai dengan tata aturag gda dan memang
menghasilkan manfaat, baik untuk pemerintahan nraupkostituen.
Bagaimanapun juga, kunjungan kerja dilakukan unkekentingan khalayak

ramai, bukan untuk kepentingan pribadi atau keldmpo

B. Perumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan ewahi syarat
penulisan skripsi yang memadai, serta untuk memgpeaim pengumpulan data
dan pembahasannya, maka materi dalam skripsi imnarleakan adanya ruang
lingkup dan perumusan masalah yang sistematis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makagsaiahan penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut, antara lain:

9 Philipus M. Hadjon,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta, 2004, h. 263
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1. Apa kendala Kejaksaan dalam proses penyidikan Kesupsi kunjungan
kerja di DPRD Kota Probolinggo ?
2. Bagaimana upaya Kejaksaan mengatasi kendala datasesppenyidikan

kasus korupsi kunjungan kerja di DPRD Kota Prolygim ?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan skripsi ini, antara lain:
1. Untuk mengetahui, mengkaji atau menganalisis kenganyidik
dalam proses penyidikan kasus korupsi kunjungaia kéir DPRD
Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaygaksaan
Negeri Kota Probolinggo mengatasi kendala dalamge@enyidikan

kasus korupsi perjalanan dinas di DPRD Kota Pralhglb.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikaanfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, sebagai wacana dan pengetahuam delukum
Pidana. Diharapakan skripsi ini dapat memberikambsingsih
pemikiran bagi perkembangan hukum pidana secararudan mata

kuliah kriminologi secara khusus.
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2. Manfaat Praktis.

a. Bagi akedemik, untuk memenuhi sebagian syaratyarat
penulisan skripsi serta sebagai referensi bagi Ipieryang
berminat meneliti masalah serupa;

b. Bagi peneliti sendiri, sebagai upaya pengembangawasan
dan kemampuan dalam mengkaji kendala dan upay&$sga
dalam mengungkap kasus korupsi kunjungan kerja RIRD
Kota Probolinggo;

c. Sebagai kontribusi referensif dan sumbangsih peamki
komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan
pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah

d. Bagi instansi terkait, sebagai masukan dalam hajyegkapan

kasus korupsi khusunya korupsi kunjungan kerjalRIRD.

E. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yamerupakan rangkaian

antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adaptenstikanya antara lain :

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar késeluruhan
penelitian ini yang memuat tentang uraian latarakeshg masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat parelinetode penelitian

dan sistematika penulisan.
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BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Menyajikan konsep-konsep dasar beserta teori yaedkalban dan
mendukung penyelesaian masalah yang terdiri damggy@ian tindak
pidana, pengertian korupsi, pengertian tugas, fusgsta wewenang
Kejaksaan, pengertian tugas dan wewenang DewanaRiaw Rakyat

Daerah.

BAB lll : METODE PENELITIAN
Menguraikan metodologi yang akan dipakai dalam litgare diantaranya
metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis darbsumata, populasi dan
sampel, teknik pengambilan data, teknik analisisa ddan definisi

operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN
Menyajikan data-data dari hasil penelitian sertanjati pokok dari
keseluruhan penulisan yang terdiri antara lain, lgEman umum lokasi
penelitian, serta analisis hasil penelitian mengdemdala dan upaya
kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi perjaldimas di DPRD

Kota Probolinggo.

BAB V : PENUTUP
Menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di addlah garis besar
dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakdrasgan pemikiran

yang dapat diberikan sebagai masukan pihak-pihalg ysersangkutan.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, Kitallabg-Undang
Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu pedoman mukiwususnya di bidang
pidana. Namun, KUHP tidak memberikan satu pun @fimengenai kejahatan
walaupun pada Bab Il dalam KUHP bertitel tentangtkatan, akan tetapi dalam
pasal-pasalnya memakai kata tindak pidana dan pathaini KUHP hanya
memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatag ganggap sebagai
kejahatarf’

Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susd@bagai perbuatan atau
tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undamgka peraturan atau
undang-undang harus dibuat terlebih dahulu sebeldamya peristiwva pidana.
Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agaaktiterjadi kesewenangan-
wenangan dari penguasa.

Hukum pidana Belanda memakai istilarafbaarfeit, yang kadang-
kadang disebut jugdelict yang berasal dari bahasa latigictum. Oleh karena
KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, makahisislinya sama yaitu
strafbaarfeit atau tindak pidana, namun tidak memberikan mengradbaarfeit

atau tindak pidana.

° Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan,

Angkasa, Bandung, 1991, h. 31
2L |bid,h. 31

14
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Menurut pakar hukum :

1. Strafbaar feit adalah kelakuan orangesftselijkegedraging) yang
dirumuskan dalanmwet yang bersifat melawan hukum, yang patut
dipidana érafwaar dig) dan dilakukan dengan kesalahan-kesaldhan.

2. D. Simons merumuskan bahwaen srafbaarfeit adalah suatu tindakan
atau perbuatarn@ndeling) yang diancam dengan pidana oleh Undang-
undang, bertentangan dengan hukonrégchtmatige) dilakukan dengan
kesalahangthuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, dan
Beliau membagi dalam 2 golongan unsur yaitu : uasisur obyekitif
yang berupa kesalahascljuld) dan kemampuan bertanggung jawab
(toerekening svarbaar heid) dari petindak?

3. Wiryono menyebutkan bahwa tindak pidana biasanga perarti suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukumnid&hingga

disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyektitatak pidang?

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dibedakkem @lua pandangan.
Dua pandangan tersebut ialah aliramnistis dan alirandualistis. Aliran monistis
melihat bahwa tindak pidana dapat ditetapkan detetamua unsur terpenuhi.
Dalam artian, unsur ini tidak memisahkan antaraelasyang melekat

perbuatannya cf(iminal act) dengan unsur yang melekat pada orang yang

22 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta , Bina Aksara,
2002, h. 56

> D. Simons, dalam Moeljatn&;tab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jakarta,
Bina Aksara, 2002 h. 205

& Wiryono Prodjodikorp Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung,
1989, h. 55
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melakukan perbuatannyacriminal responility). Unsur-unsur dalam aliran
monistis yang dibawa oleh Simon antara I&in :
a. perbuatan manusia (positif atau negative)
b. diancam dengan pidana
c. melawan hukum
d. dilakukan dengan kesalahan
e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Sedangkan alirardualistis memisahkancriminal act dengancriminal
responsibility. Aliran ini memisahkan antara dilarangnya suattbp&tan pidana
(criminal act atauactus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat
(criminal responsibility atau mens rea). Moeljatno, menjelaskan unsur-unsur
perbuatan (tindak) pidan&®
. perbuatan manusia
. memenuhi rumusan undang-undnag (syarat formil agaibkonsekuensi adanya
asas legalitas)
bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbudtarus betul-betul dirasakan
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak taikah tidak patut dilakukan
karena bertentangan dengan tata pergaulan di naksypr
. kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak kmasbagai unsur

perbuatan pidana karena unsur ini terletak padagorang berbuat.

25 Masruchin Ruba’lAsas-Asas Hukum Pidana, Kerja Sama Penerbit Universitas
Negeri Malang (UM PRESS) dengan Fakultas Hukum &hsitas Brawijaya, Malang, 2001, h. 23
26 :
Ibid, h. 23
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Di dalam hukum pidana juga dikenal kualifikasi ajaesis-jenis tindak

pidana, sepertf*

1. Kejahatan dan Pelanggaran.
Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedu&lP dan tindak
pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga RUHKriteria
pembagian demikian tidak dijelaskan dalam KUHP. Ada pandangan yang
menganalisis perbedaan antara kejahatan denganggelan. Pandangan
yang bersifat kualitatif menilai bahwa kejahatammi@suk rechts delict
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadddepas apakah
perbuatan itu diancam pidana dalam sebuah undah@agratau tidak. Di sisi
lain, pelanggaran termasuketdelict yang dimaksudkan bahwa perbuatan
dipandang sebagai tindak pidana setelah ada undadapg yang mengatur
dan mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagkik pidana

2. Tindak Pidana Formil dan Materiil.
Tindak pidana formil dititikberatkan pada perbuatang dilarang. Tindak
pidana ini telah selesai dengan dilakukannya péaibugang dirumuskan
dalam undang-undang seperti pencurian yang diatiamndpasal 362 KUHP.
Sedangkan, tindak pidana materiil adalah tindalamadyang perumusannya
dititikberatkan pada akibat yang dilarang sepeemnganiayaan yang diatur

dalam pasal 351 KUHP

27 \pid, h. 27
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3. Tindak PidanaCommisionis, Tindak PidanaOmmisionis, tindak pidana
Commisionis per Omissionem Commisa.
Dalam konteks ini pembedaan dilihat dari cara madkean tindak pidana.
Tindak pidanaCommisionis ialah tindak pidana yang berupa pelanggaran
terhadap larangan, atau dengan kata lain melakp&ebuatan yang dilarang.
Untuk tindak pidanaOmmisionis diartikan sebagai pelanggaran terhadap
perintah seperti halnya tidak menghadap sebagasi sdk pengadilan.
Terakhir, dalam kualifikasi ini disebutkan tindakdgna Commisionis per
Omissionem Commisa yakni perbuatan pelanggaran terhadap larangaapitet
yang bersangkutan tidak berbuat secara langsursglnya seorang ibu yang
membunuh anaknya dengan tidak memberi susu.

4. Tindak Pidandolus danKulpa.
Tindak pidana keduanya dibedakan oleh sikap baimgeak, di mana tindak
pidana dolus ditekankan pada niat dan kesengajelakiypsedangkan tindak
pidana kulpa terjadi karena ada kealpaan sepesail 389 KUHP.

5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.
Pembedaan keduanya terletak pada dasar penuniutelak pidana aduan
ialah tindak pidana yang baru akan dilakukan partant apabila ada
pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidananbattaan adalah tindak
pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukatauwpan tidak ada

pengaduan dari korban
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6. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperbesat Tindak Pidana
Ringan.
Ketiganya dibedakan oleh kualitas tindak pidanagyaempunyai esensi yang
sama. Tindak pidana sederhana harus memiliki umssur yang dimiliki
tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringhalu, tindak pidana
diperberat adalah tindak pidana di samping memenuaBur-unsur tindak
pidana sederhana ditambah unsur lain sehinggangfahenjadi lebih berat.
Sedangkan, tindak pidana ringan ialah tindak pidgaray memenuhi unsur
tindak pidana sederhana juga harus ditambah umsursehingga menjadi
lebih ringan seperti halnya kasus pencurian yarggudidalam pasal 364

KUHP.

B. Kajian Umum tentang K or upsi
1. Pengertian Korupsi

Dilihat dari segi bahasa, korupsi berasal dari bahatin yaknicorruptio,
juga dari bahasa Inggris yakoorruption dan bahasa Belanda yakborruptie.
Menurut Arrigo dan Clause, korupsi adalah perbuatengambil atau menerima
suatu keuntungan untuk diri sendiri yang tidak sanurut hukum dikarenakan
individu tersebut mempunyai otoritas dan kekuagaan.

M. Dawam Rahardjo memberikan definisi, di mana ksrudiartikan
sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang batakisaknya tatanan yang

sudah disepakati. Tatanan itu bisa berupa pembkantaadministrasi ataupun

%8 Malang Corruption Watch, Op.Cit, h. 14
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manajemer’ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosiswono, korsgsingkali
digunakan untuk merujuk perbuatan atau keadaan lyasg°
. Secara yuridis, korupsi mempunyai unsur — unsbagai berikut®
a. delik yang dapat merugikan keuangan negara nedgavap&rekonomian
negara
b. delik penyuapan, baikaktif omkomping maupun pasif omkomping,
termasuk gratifikasi
c. delik penggelapan
d. delik pemerasan dalam jabatan
e. delik yang berhubungan dengan pemborongan, leviedars rekanan
Istilah lain yang berhubungan dengan tindak pidamapsi yaitu 2

1. Memperkaya diri. Perbuatan memperkaya diri dianggipagai perbuatan
yang bertujuan untuk menambah kekayaan, bisa bempeagambil,
memindahbukukan ataupun menandatangani kontrak.

2. Menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan diri sendianggap sebagai
perbuatan menambah harta kekayaan atau harta Eadadapat juga
diartikan telah menikmati hasil — hasil yang dipehmya dari perbuatan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau s@agaada padanya
karena jabatan atau kedudukan. Ada unsur batin yemgentukan arah dari

perbuatan penyalahgunaan dan sebagainya. Adanya imsharus pula

%9 |bid, h.13

% Ibid, h.14

31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahuf9190 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentanghb®eantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001,
Jakarta, CV. Tamita Utama, h. 34

32 Ahmad SubagjeSeluk Beluk Korupsi, http : //hukumonline.com, diakses pada tanggal
05 Mei 2011
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ditentukan secara obyektif dengan memperhatikaalzdgadaan lahir yang
menyertai perbuatan mereka.

3. Penyuapan. Penyuapan ialah istilah yang dituangkdaim undang-undang
sebagai suatu janji dan memiliki tiga (3) unsuiknianenerima hadiah atau
janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat ppi@mtan dan
bertentangan dengan kewajibannya. Dalam KUHP peayuaktif diatur
dalam Pasal 209 dan 210, sedangkan penyuapardjzsif dalam Pasal 418,
419 dan 420.

4. CGratifikasi. Gratifikasi dalam penjelasan pasal B2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Reambtasan Tindak
Pidana Korupsi tersebut diartikan merupakan “perabérdalam arti luas
meliputi : pemberian uang, barang, discount, kanpsijaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalangsata, pengobatan cuma-
cuma dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengdatan seorang
Pegawai Negeri sipil. dan Gratifikasi tersebut bgéiag diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukangdanmenggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,ugepemberian tersebut
dapat diancam dengan pidana “suap”.

Salah satu akibat dari korupsi ialah keuangan megang mengalami
kerugian. Kerugian negara adalah kekurangan uamgt berharga dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat peahumelawan hukum baik

sengaja maupun lalal. Sedangkan, pengertian dari merugikan keuangarraega

% pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indorfésimor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negavwayw.deptan.go.idliakses pada tanggal 3 Januari 2011
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adalah perbuatan — perbuatan yang melanggar sigteoankan dan bentuk lain
pelanggaran dibidang perekonomian.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik unsur — ukstupsi antara lairt*
a. Tindakan melawan hukum;
b. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentinganagdrjtkelompok dan
golongan;
c. Merugikan negara baik secara langsung maupun léegjsung;
d. Dilakukan oleh pejabat publik/penyelengara negaaapun masyarakat.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangund&KP()B
penyebab korupsi antara lain :
1. Aspek individu/pelaku korupsi :
a. sifat tamak manusia;
b. moral yang kurang kuat menghadapi cobaan;
c. gaya hidup konsumtif.
2. Aspek organisasi :
a. kurang adanya teladan dari pimpinan;
b. tidak adanya kultur organisasii yang benar;
c. kelemahan sistem pengendalian manajemen;
d. manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam @gsinya.
3 Aspek masyarakat tempat individu dan organisasidzer
a. nilai—nilai yang berlaku di masyarakat ternyata dusif untuk terjadinya

korupsi;

3 Malang Corruption Watch, Op. Cit, h. 15



23

b. masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling iéeagoleh setiap
praktik korupsi ialah masyarakat sendiri;

c. aspek peraturan perundang—undangan;

d. kualitas peraturan perundang—undangan kurang memada

e. peraturan kurang disosialisasikan;

f. penerapan sanksi yang tidak konsisten dan panddng b
2. Pengertian Tindak Pidana Kor upsi

Menurut Lilik Mulyadi, pengertian tindak pidana kgsi dikategorikan

menjadi beberapa type, antara lain :

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi type pertama ya@ikgtip dari pasal 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 919@ntang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

a. “Setiap orang yang secara melawan hukum melakpkabuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau skatporasi yang
dapat merugikan negara atau perekonomian negapadada
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanagpsiligkat 4
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000,- (catasr juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satilyar
rupiah).”

b. “Untuk hal tindak pidana korupsi sebagaimana diradkantuk
ayat (1) dilakukan keadaan tertentu pidana mathtdiptuhkan.”

2. Pengertian tindak pidana korupsi type kedua yarajudidalam pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 9198ntang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyeabutka

35 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi (tinjauan khusus terhadap proses penyidikan,
penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 tahun 1999), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000, h. 17
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“Setiap orang yang dengan sengaja mengntungkasetidiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaanekamgan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya kareranjadiau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana pesguanur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (sauyirt dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda palingkise®p.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan palingnysk Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

3. Pengertian tindak pidana korupsi yang menyebutlkdmwh suatu penarikan,
perbuatan yang bersifat penyuapan, penggelapan peabuatan yang
berkorelasi dengan pemborongan atau rekanan yamgade maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupuwrpdrasi dan
merugikan negara.

4. Pengertian tindak pidana korupsi type keempat yaegandakan tindak
pidana korupsi percobaan, perbantuan dan penyert&anana atau
keterangan sering terjadi tindak pidana korupsigydiiakukan oleh orang
diluar wilayah Indonesia. Perbuatan percobaan damgsebagai tindak
pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekiamonegara, selain
juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan peommEam yang

menuntut efisiensi tinggi, maka percobaan melakulkamnupsi dapat

dijadikan delik tersendiri.

Tindak pidana korupsi juga diartikan sebagai petdougang cukup untuk
dikenai unsur-unsur tindak pidana karena perbuatanguntungkan diri sendiri

dengan merugikan negara secara sadar dan séhdggmdasarkan pengertian

% Malang Corruption Watch, Op.Cit, h. 45
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tindak pidana di atas terdapat beberapa istilatind@indak pidana korupsi, antara

lain 27

a. Percobaan dalam hukum pidana adalah permulaan dtefalyang belum
selesai. Percobaan dibedakan menjadi dua pandaryg&nj pandangan
subjektif yang mengatakan bahwa percobaan harusdadi@ karena
berbahayanya orang tersebut. Sedangkan pandangahtifobmenyebut
percobaan harus dipidana karena perbuatan darigotarsebut yang
berbahaya. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikéagai percobaan apabila
memenuhi syarat-syarat antara lain harus ada Rridanya permulaan
pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bid@ma kehendaknya
sendiri. Dalam hal ini, pidana terhadap tindak palgpercobaan adalah
ancaman pidana pokok tindak pidana yang dimaksudralgi sepertiga
sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP.

b. Penyertaan diartikan sebagai sudelict yang di dalamnya terdapat beberapa
orang (lebih dari satu orang). Penyertaan dikkaigi menjadi dua (2) macam
sesuai bentuknya, yakni ajaran subjektif yang ma¢ldari sikap batin mereka
yang terlibat dalam penyertaan. Sedangkan ajargektdbmenggunakan
kriteria luasnya perbuatan yang dilakukan oleh nwasiasing orang yang
terlibat dalam penyertaan. Dalam KUHP, penyerteatapat dalam Pasal 55
KUHP yakni : “dipidana sebagai pembuatdader) suatu perbuatan pidana :

- ke 1: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakulemyang turut serta

melakukan perbuatan

37 Masruchin Ruba’l, Op. Cit, 81
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- ke 2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjdesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengarakak, ancaman atau
penyesatan atau memberikan sarana atau keterasgyaggja menganjurkan
orang lain supaya melakukan perbuatan Pasal 56 Ky&if®y berbunyi :
“dipidana sebagai pembaniimedeplichtig) suatu kejahatan mereka yang
sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatakuddn dan mereka
yang sengaja memberi kesempatan, sarana ataurgaarantuk melakukan

kejahatan”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Irelanfomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001is jpenjatuhan pidana
yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tind@lana korupsi adalah

sebagai berikut :

b. Pidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasaht2(HyUndang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tak@@l Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilaku#alam keadaan
tertentu.

c. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarmagpsingkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan algrading sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan palingnybk Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiegng yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri senttt @rang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan aegfau perekonomian

negara. (Pasal 2 ayat 1).
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d. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjairegpahgkat 1 (satu) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,®0a(lpuluh juta rupiah) dan
paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu nriligiah) bagi setiap orang
yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri at@ng lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempeatteun,sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatgiken keuangan
negara atau perekonomian negara (Pasal 3)

e. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun ddmgdama 12 (dua belas)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000000(seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000@@ain ratus juta) bagi
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, meii@t@u menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikaryrgatan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka atau w@edataupun para saksi
dalam perkara korupsi. (Pasal 21) pidana penjdmgpsingkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau deatdlag sedikit Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) geahng banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setieang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, d=al pé.

f. Pidana tambahan yakni mengenai perampasan baregeydde yang berwujud
atau yang tidak berwujud atau barang tidak berggeailg digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsimgsuk perusahaan milik
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukaegito pula dari barang

yang menggantikan barang-barang tersebut.
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g. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebammmajaknya sama

dengan harta yang diperoleh dari tindak pidanagsiru

C. Kajian Umum tentang K gj aksaan

1. Pengertian, Tugas dan Wewenang K g aksaan

Pengertian kejaksaan menurut Undang-Undang Repulnidonesia
Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1 angka 1 adalah pejabgsional yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagaiuntut umum dan
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempekelaiatan hukum tetap

serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

A. Fungsi Kejaksaan.

Eksistensi dan fungsi kejaksaan dalam sistem hulasional dapat dilihat

dari :

a. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara simpli
keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam nsiste
ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengkoadaan
kehakiman \ide Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945 jo Pasal 41 Undang-Undang HRi&pu
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaarak{ieian),
dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandsas
dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat
tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwaddgokan ke

pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah memumdéng-undang,
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dan sebagagxecutive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan
pengadilan dalam perkara pidana.

b. Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa pahwmbum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undamuk
melakukan penuntutan.

c. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor dléuim 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menerapgiksisi dan
fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalamtersis
ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintghngalaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan secara dabapengaruh
kekuasaan pihak manapun.

Dengan kata lain, dapat ditarik sebuah kesimpukmma fungsi utama

dari kejaksaan adalah berkenaan dengan pemberiaenaeg oleh pemerintah
untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang ryetakukan suatu tindak

pidana yang merugikan masyarakat sesuai dengatuprgang telah ditetapkan

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 uhat2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkdmvhaKejaksaan mempunyai
tugas dan wewenang secara umum dan khusus, yaitu :

1. Kewenangan secara umum menurut Pasal 30 Undadgrd Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagai berikut :
1). Dibidang pidana, kejaksaan mempunyaidutgn wewenang :
a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadifam
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
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c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putidzamap
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan kepulegas
bersyarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana téute
berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itypatia
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpalkean
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasika
dengan penyidik.

2). Di bidang perdata dan tata usaha negarakdema dengan
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupuoad
pengadilan untuk dan atas nama negara atau peaterint

3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umkeaksaan

turut meyelenggarakan kegiatan :

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengawasan peredaran barang cetakan;

Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaaa; aga

Penelitian dan pengembangan hukum sert statninal.

4). Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untukempatkan
seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawata) ptau
tempat lain yang layak karena yang bersangkutak tisampu
berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yarmpad
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirieyelsi.

oo0op

bl (]

2. Kewenangan secara khusus menurut Pasal 35 Uitadang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagai berikut :

a

[eNN o]

. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan pé&néggkum dan
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenajak&eaan;

. Mengefektifkan proses penegakan hukum yangri#tdn oleh undang-
undang;

. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepsldédkamah
Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usajaa;

. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum depdahkamah
Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

. Mencegah atau menangkal orang tertentu masaik keluar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ketealipga dalam
perkara pidana sesuai dengan peraturan perundaiaggemn
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2. Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Kitabahégatdndang
Hukum Acara Pidana yang baru (KUHAB)Dalam pasal 7 KUHAP disebutkan
bahwa polisi adalah penyidik utama dan juga koatdinpenyidik dalam tindak
pidana yang dilakukan oleh instansi lain. Menurasgd 138 ayat (2) KUHAP,
setiap kali penuntut umum berpendapat bahwa bgrdsra dari penyidik tidak
lengkap, ia harus mengembalikan berkasnya kepadadie untuk dilengkapi

Jaksa tetap diberi wewenang dalam melakukan péwmyidbeberapa
tindak pidana yang besar maupun yang biasa sebagaidiatur oleh hukum
acara pidana khusus dalam beberapa undang-undargdikenal sebagai tindak
pidana khusus, misalnya tindak pidana kordpsial ini sebagaimana tertuang
dalam pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukaera Pidana.

Beberapa undang-undang tadi dilengkapi dengan hu&oama khusus
yang merupakan perkecualian daripada yang diathr Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Di dalam dunia hukum, hal &@amirh disebut asakex
specialis derogate lex generalis atau hokum yang bersifat khusus
mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Hukum acara untuk penyidikan, penuntutan dan pdesesain di
pengadilan dalam undang-undang yang mengandungtieate pidana tersebut
bersifat khusus dengan dua kualisifikasi, antara:la

a. Hukum acara memang khusus dan berbeda daripadantuaste

ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undduigum Acara

Pidana;

% R.M Surachman — Andi Hamzabeksa di Berbagai Negara (Peranan, Tugas dan
Kedudukannya), Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 32
% Ibid, h. 33
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b. Hukum acaranya merupakan campuran antar hukum kbasas dan
hukum acara biasa yang tercantum dalam Kitab Undamsang
Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyatust yang
sangat sentral diantara undang-undang lain yangcaméunmkan pidana karena
ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum rRid@arus ditetapkan
kepada tindak pidana terhadap mana undang-undamg kétentuan lain
memberikan sanksi pidananya, kecuali bilamana updadang dan ketentuan
lain tadi mengatur lain. Hal ini menandakan bahwkum acara pidana khusus
dapat dicantumkan di dalam ketentuan perundangagaaa di luar Kitab
Undang-Undang Hukum Pidaf%.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik éstoriNomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidang&ioyang merupakan satu
undang-undang khusus yang berlaku di Indonesiarsgaga menegaskan bahwa
untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dingigpengadilan dalam
perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasaitkakum acara pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-uigdan

Jadi, pada intinya, jaksa diberi wewenang untukakétan penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilaearmdakrkara tindak pidana

korupsi

40 hid, h. 33
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3. Jaksa Sebagai Penuntut Dalam Tindak Pidana K orupsi

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara tinddlngi harus
mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang Hdaksikan penyidik dari
permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harwkuaidan berdasarkan hukum.
Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakdsadap terdakwa itu
mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkgaa lalu ditahan dan akhirnya
apakah tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itn dan benar atau tidak
menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilatuk u masyarakat
terpenuhft!

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan ph&idpapun yang
didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam dadmakumnya dengan
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenamgaddi (Pasal 137 jo 84
ayat (1) KUHAP). Penuntut umum mempunyai wewengrasdl 14 KUHAP),
sebagai berikut :

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikanpdayidik atau
penyidik pembantu

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangaa pedyidikan
dengan memperhatikan ketentutan pasal 110 ayaa(8pyat (4) dengan
memberik petunjuk dalam rangka penyempurnaan pixayid dari
penyidik

c. memberi perpanjangan penhanan, melakukan penal@aarpenahanan

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setel&kargnya

dilimpahkan oleh penyidik

membuat surat dakwaan

melimpahkan perkara ke pengadilan

menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa terketantuan hari

dan waktu perkara yang disidangkan dan disertait quainggilan, baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datad@ gidang yang

telah ditentukan

g. melakukan penuntutan

h. menutup perkara demi kepentingan umum

~oo

1 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 32
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mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas damggangjawab
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undangagrida
melaksanakan penetapan hakim

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejalde@gan kuasa khusus

dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pditga untuk dan atas nama

negara atau pemerintah.

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutantsgpag dimaksud

di atas, penuntut umum diberi kewenangan sepentj yardapat di dalam Bab I

KUHAP di mana wewenang tersebut dapat diinventsrisatara lain sebagai

berikut :

a.

menerima pemberitahuan dari penyidik dalam halmoidai melakukan
penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tinddama (pasal 109 ayat
(1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawegemi sipil (PNS)
yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) huruf b mengeeayidikan
dihentikan demi hukum

menerima berkas perkara dari penyidik dalam tateapama dan kedua
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) hudanab dalam hal
acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkargsung dari
penyidik pembantu (pasal 12)

mengadakan prapenuntutan (pasal 14 huruf b) dengamperhatikan
materi pasal 110 ayat (3) dan (4) serta pasal $88(&) dan (2)
memberikan perpanjangan penahanan (pasal 24 ayapg@al 25 dan
pasal 29), melakukan penahanan kota (pasal 22 &)@ serta
mengalihkan jenis penahanan (pasal 23)

atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadp&kaangguhan
penahanan serta dapat mencabut penangguhan pematalaan hal
tersangka atau terdakwa melanggar syarat yandalizam

mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas ataakmembahayakan
karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putuggmgadilan
terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum p tetdau
mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangkataya kuasanya
(pasal 45 ayat (1))

melarang atau mengurangi kebebasan antara pendsghan dengan
tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknyaal(@@s ayat (4);
mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengamdgka tanpa
mendengar isi pembicaraan tersebut (pasal 71 &at Pengurangan
kebebasan hubungan antara penasehat hukum dangtersgersebut
dilarang apabila perkara telah dilimpahkan olehupémt umum untuk
disidangkan (pasal 74)
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h. meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pelagadiegeri untuk
menerima sah atau tidaknya suatu penghentian pkagidleh penyidik
(pasal 8). Maksud pasal ini adalah untuk menegakkdum, keadilan
dan kebenaran melalui saran pengawasan secarartiatf$

D. Kajian Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah
1. Tugas, Fungs dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentasignas dan
kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permuayatan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daébd’RD), pemilihan
terhadap wakil rakyat dilaksanakan setiap lima makekali. Proses pemilihan
tersebut lazim dikenal dengan istilah Pemilihan Wmatau Pemilu. Pemilu
tersebut mencakup Dewan Perwakilan Rakyat yangededukan di pusat yang
mewakili beberapa daerah pemilihan yang telahaptetn internal partai, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat di Prowasig mewakili beberapa
daerah pemilihan yang lingkupnya lebih kecil daaehh pemilihan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Da&@bupaten/Kota yang
berangkat dari daerah pemilihan di tingkat kecamata

Calon anggota legislatif dipilih oleh masyrakat atel daerah pemilihan
(dapil) yang sudah ditentukan oleh internal parffalam hal ini calon anggota
legislatif harus melalui tahap-tahapan yang diatah Komisi Pemilihan Umum

seperti pendaftaran, masa kampanye, masa tenanmgasanpemilihan.

2" Evi Hartanti, Op. Cit, h. 33-34



36

Sesuai dengan aturan mengenai susunan dan kedualuggota legislatif,
DRPD mempunyai fungsf?

a. Fungsi legislasi. DPRD sebagai badan yang mempuwgaienang
untuk membuat peraturan daerah yang dirumuskamereksekutif.
Peraturan yang kemudian dianggap sebagai kebijalkblik. Menurut
David Easton, kebijakan publik ialah segala pragmasyalokasian nilai
— nilai secara paksa kepada masyarakat oleh lemizagaberwenang
seperti pemerintaff.

b. Fungsi penganggaran. DPRD mempunyai kapasitas unarkyusun
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dkamimsersama
eksekutif

c. Fungsi pengawasan. Sebagai hakikat dari fungsi DPRIRnI
mengawasi jalannya roda pemerintahan

Tugas dan wewenang DPRD :

a. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal tedjakekosongan
jabatan wakil bupati.wakil walikota

b. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasataenasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupatea/kot

c. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasata@adaerah dan

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat akznalal

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun918htang Susunan dan
Kedudukan Majelis Peryawaratan Rakyat, Dewan PdlavalRakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, http : // hokum.unsrat.ac.id, diakseda tanggal 25 Oktober 2010

4 Solichin Abdul WahabAnalisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya, PT. Danar
Wijaya Brawijaya University Press, Malang, 199944.



37

Hak DPRD :

a. Hak interpelasi yakni hak untuk meminta keteranggmada eksekutif
mengenai kebijakan pemerintah yang penting danegig serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daenaiedara

b. Hak angket ialah hak untuk melakukan penyelidikamhadap
kebijakan eksekutif yang penting dan strategis

c. Hak menyatakan pendapat ialah hak DPRD untuk makgat
pendapat terhadap kebijakan eksekutif mengenadiegjduar biasa

yang disertai rekomendasi penyelesaian

2. Pengertian Kunjungan Kerja
Secara definitif, tak banyak ahli yang memberi aréngenai kunjungan
kerja. Namun, pengertian tersebut secara ekspiddra dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Pasal 198 BA Kerja Sama dan
Penyelesaian Perselisiham, yakni :

"(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakgaerah dapat
mengadakan kerja

sama dengan daerah lain yang didasarkan pada parigan efisiensi dan
efektifitas

pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayatafigt dliwujudkan
dalam bentuk

badan kerjasama antar daerah yang diatur dengarusap bersama.

(3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dae#&erja sama
dengan pihak

ketiga.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayatafi)agat (3) yang
membebani

masyarakat dan daerah harus mendapatkan perseRRRD.”
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Kunjungan kerja juga diartikan sebagai kegiatarislef dalam masa
reses mengunjungi tempat atau daerah yang dipanoethg Kerja sama yang
dilakukan bisa dikemas dalam konsep lain, sepierdi $anding, perjalanan dinas,
kunjungan kerja ataupun workshop. Studi bandingriaga ada perbandingan
antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pérak hertandang atau sebagai
tamu membawa gambaran mengenai daerah asal darknoerekkan dengan
daerah yang dituju. Perjalanan dinas atau kunjurigaja ialah istilah untuk
kegiatan formal untuk menimba ilmu dan bertukaiirpik karena ada hal — hal
yang patut untuk dikaji. Sedangkan workshop ial@gi&tan untuk menerima
informasi dan berita terbaru oleh pihak — pihakgyalirasa terkait. Misalnya,
workshop mengenai Permendagri terbaru yang langdisaghpaikan oleh pejabat
Menteri Dalam Negeri. Kunjungan kerja didefinisikeebagai kegiatan legislatif

dalam masa reses untuk mengunjungi tempat ataatdgang dipandang perfu.

5 Marbun, Op. Cit, h. 86
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empirisigln menggunakan
pendekatan secanaridis sosiologis, hal ini karena dengan pendekatamidis
sosiologis dapat di tarik sebuah prespektif dari segi ilmukudm untuk
menyelesaikan masalah yang ada. Pendekatan inidapat digunakan untuk
mengetahui seberapa efektif hukum berlaku di makgar Sehingga, dari
penelitian ini akan diketahui seberapa efektif ungdandang yakni Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sabagjikasi dari hukum
yang digunakan Kejaksaan dan Hakim dalam mengundkagus korupsi
perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggo. Berdasar hal tersebut,
pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini jugentesuk upaya Kejaksaan dalam
mengatasi kendala saat proses pengungkapan kasuyssikperjalanan dinas di
DPRD Kota Probolinggo.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitianadialah suatu
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di dugita di masyarakat atau
lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuarkumémemukan faktafgct-
finding) yang bermula dari laporan dari beberapa elemegnyanakat seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyaraka geemilai anggaran
perjalanan dinas ke Jembrana, Palembang, Jakartdddan oleh DPRD Kota
Probolinggo terlalu berlebihan. Pendekatan ini keéigou mulai masuk dalam

tahap menemukan masalgindblem finding) yakni saat Badan Pengawas Daerah

39
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merekomendasikasikan kasus ini untuk masuk ke riegksaan dan Kejaksaan
mulai melakukan penyelidikan serta penyidikan. Padtairnya, tahapan ini
menuju ke identifikasi masalahprpblem identification) sampai pada tahap
terakhir yakni penyelesaian masalah yang dalam ihialmencakup upaya
Kejaksaan dalam mengatasi kendala yang ada sagtimgapan kasus korupsi

perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggooblem solutions).*®

B. Lokas Penélitian

Lokasi merupakan suatu tempat untuk mengetahuikbifiyees dari apa
yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi yardkan dijadikan "patokan”
yakni di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Dalaat imi, Kejaksaan Negeri
Kota Probolinggo termasuk salah satu lembaga ydaglalingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia yang berwenang melakukan pekaidi penuntutan, dan
pelaksanaan pengadilan yang terutama mengenaktipidana korupsi. Selain
itu, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebagai mkkyyang melakukan
penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi perjalatinas di DPRD Kota
Probolinggo.

Dalam hal ini, sumber data juga banyak diperolef Kajaksaan Negeri
Kota Probolinggo. Sehubungan dengan hal terseblatina kurun waktu sepuluh
tahun terakhir pada umumnya dan satu periode kimeggota dewan yakni tahun
2004-2009 pada khususnya, Kejaksaan Negeri KotaboRnggo tidak
menemukan kasus korupsi lain, selain korupsi mergi dinas di DPRD Kota

Probolinggo.

6 Soerjono Soekamto, Op.cit h. 10
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Proses pengungkapan ini menemui beberapa kendadakgenudian oleh
pihak Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo akan berapantuk menyelesaikan
kendala tersebut dalam rangka mengungkap kasugpdioperjalanan dinas di

DPRD Kota Probolinggo.

C. Jenisdan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yargumikan ialah data

primer dan data sekunder.

a. Data primer
adalah suatu data yang authentik atau dapat digeba dengan data
langsung dari tangan pertama tentang masalah yaaggkadpkan.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data priweiah data asl.
Pada penelitian ini, data primer diperoleh melaawancara yang
dilakukan terhadap beberapa pihak yang terkait aengasus korupsi
perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggo sepeakisd yang ada di
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Wakil Ketua DPRKota
Probolinggo dan dua anggota DPRD yang turut seatand perjalanan
dinas, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat GEMPAraian
Masyarakat Peduli Keadilan) Kota Probolinggo. Wageaa tersebut
berkenaan dengan masalah dalam penelitian ini yadamgenai korupsi

perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggo.

4T Anwar SanusiMetodologi Penelitian Praktis, Buntara Media, Malang, 2003, h. 65
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b. Data sekunder

adalah data yang mengutip dari sumber lain, sehimigga tersebut tidak
bersifat authentik karena sudah diperoleh darigankedua, ketiga, dan
seterusnya. Lazimnya, data sekunder menggunakdinksfpustakaan atau
literatur dan studi dokumentasi berkas/arsip pentlari institusi yang
diteliti serta penelusuran undang-unddhBata sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah arsip sejumlah kasusipgi yang ada di
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo serta berkas igd@n. Selain itu
termasuk juga studi kepustakaan mengenai kasuslg®ap dinas di
daerah lain serta penelusuran undang-undang yakmiath$)-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Reamitasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indondsiaor 32 Tahun
2004 Tentang 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ranelini juga
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidmimgai data

sekunder.

D. Populasi, Sampel dan Responden
a. Populasi
Populasi ialah seluruh kumpulan elemen yang mekiaju ciri-ciri
tertentu yang dapat dipergunakan untuk membuaimiesan?® Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi ialah selujaksa yakni 11 (sebelas)

orang di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, selamggota DPRD Kota

48 ;
Ibid, h. 67
X Soerjono Soekamt®engantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 1984 h. 66
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Probolinggo dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSMJ yala di Kota
Probolinggo.

. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebugpulpsi®® Sampel
pada penelitian ini didasarkan papiarposive sampling yakni penarikan
sampel yang dilakukan dengan cara mengambil sutidsarkan pada
tujuan tertentu. Berdasarkan tekhnik penentuan shiygng diterapkan
pada populasi maka sampel penelitian difokuskam jeicsa di Kejaksaan
Negeri Kota Probolinggo yang telah memeriksa damangani suatu
perkara tindak pidana korupsi, Anggota DPRD KotabBlinggo dan
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPA (Gerak
Masyarakat Peduli Keadilan) Kota Probolinggo.

. Respoden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaandyajukan oleh
peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendifiRespoden dalam penelitian ini
adalah terdiri dari Kasi Pidana Khusus, Kasi ljgalidan dua orang jaksa
yang pernah memeriksa dan menangani suatu tindddagikorupsi di
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Wakil Ketua DPRKota
Probolinggo yang merupakan perwakilan dari unsuugkelewan, dua
anggota DPRD yang mengikuti kunjungan kerja sertdu& Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPA (Gerakan MasyaraRatuli

Keadilan) Kota Probolinggo

50 Ipid, h. 68
5 bid, h. 68
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E. Teknik Pengambilan Data

Di dalam pengumpulan data terdapat langkah-langbafting dalam
metode ilmiah. Dan pengumpulan data adalah merumpaketu cara yang
sistematik dalam rangka memperoleh data yang dikeml serta selalu ada
hubungan antara metode pengumpulan data dengatamasaelitian yang ingin
dipecahkan.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa tekaikyy>

a. Observasi (pengamatan) yaitu suatu teknik penguempudlata melalui
perbuatan mengamati dan mencatat hal-hal yang ibearldengan masalah
penelitian secara sistematis, dalam rangka mel@ngkiata yang
diperlukan. Obeservasi dalam hal ini termasuk gpaases pengambilan
keterangan saksi oleh penyidik.

b. Wawancara yaitu suatu teknik penelitian dengan neeikdn sejumlah
pertanyaan kepada sumber penelitian yang dikehendakana tanya
jawab tersebut berlangsung secara bebas dan tetdui@ meninggalkan
etika wawancara yang ada. Dalam hal ini wawancdakukan dengan
Kasi Pidana Khusus, Kasi Intelijen, Sub Sie Peikgdi dan Sub Sie
Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota ProbolinggokiM&etua DPRD
Kota Probolinggo, anggota DPRD Kota Probolinggo gyakut dalam
perjalanan dinas tersebut dan Ketua Lembaga Swadaggarakat (LSM)
GEMPA (Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan) KotebBlimggo.

c. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkata sekunder,

yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperdéh arsip-arsip,

52 pid, h. 70
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catatan-catatan, ataupun data lokasi penelitianta R#kunder dapat
menjadi data pelengkap dalam menganalisa permasajging ada dalam
penelitian.

d. Studi kepustakaan. Yakni dengan mempelajari bukeratur dan hasil
penelitian lain tentang masalah yang sama. Stuglidtakaan dalam hal
ini juga termasuk proses mengambil dan mengutigrndari internet dan
media massa tentang kasus korupsi perjalanan dinedB3PRD Kota

Probolinggo.

F. Tekhnik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu bagian yang sangdingedalam metode
ilmiah, karena dengan menganalisa suatu data, datlkaersebut dapat diberi arti
dan makna yang berguna dalam memecahkan masalelitipan

Data yang diperoleh dan disusun secara sistematisk umendapat
gambaran umum yang jelas mengenai objek penelittignggunakan metode
deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisiagén cara memaparkan data yang
diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkdisusun dan dijabarkan guna
memperoleh jawaban kesimpulan atas masalah yajukaiamelalui pemikiran
yang logis serta dapat memberikan suatu pemecahiaadap masalah-masafgh.
Dalam hal ini, masalah yang dikaji ialah kendala d@aya Kejaksaan Negeri

dalam mengungkap kasus korupsi perjalanan dinB®RD Kota Probolinggo.

2 Bambang Sunggon®Jetode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988,
h. 54
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G. Definis Operasional Data

1. Kendala

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang dima#lendan kendala ialah
halangan atau rintangdhDalam hal ini, yang dimaksud kendala ialah hambata
yang ditemui Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo psa pengungkapan kasus

korupsi perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggo

2. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimakiemdjan upaya ialah
usaha (syarat) untuk menyampaikan sesuatu makakal : ikhtiar>> Dalam hal
ini yang dimaskud dengan upaya ialah usaha Kejaksiegeri Kota Probolinggo
dalam mengatasi hambatan yang ada dalam mengukgkap korupsi perjalanan

dinas di DPRD Kota Probolinggo

3. Kunjungan Kerja
Perjalanan dinas adalah kegiatan anggota dewaradengngunjungi daerah lain
untuk menambah wawasan peserta perjalanan dingalaRan dinas dalam hal

ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daeratta<Probolinggo

4. Korupsi
Sebuah perbuatan yang disengaja dalam hal penymiahg wewenang untuk
memperkaya diri sendiri dengan cara yang melanggkum. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan koalgisipenyelewengan atau

54 W.J.S Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta,
1983, h. 479
% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai PustakartdaRa05
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penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb) kepeatingan pribadi dan
orang laim® Dalam hal ini, korupsi terjadi di DPRD Kota Proibgigo saat

melakukan perjalanan dinas

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD dalam penelitian ini adalah Dewan PerwakilaakyR@t Daerah di Kota

Probolinggo sebagai lembaga yang menjalankan pegaldinas.

%6 |bid, hal. 1132
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PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum K g aksaan Negeri K ota Probolinggo
1. Profil Singkat K gjaksaan Negeri Kota Probolinggo

Secara umum, Kota Probolinggo terletak antara 74#3sampai dengan
7° 49’ 04” Lintang Selatan dan 113° 10’ sampai é@n@13° 15’ Bujur Timur
dengan luas wilayah 5.667,70Ha. Sedangkan Kejakdagari Kota Probolinggo
terletak di wilayah selatan Kota Probolinggo. Tegatdi Jalan Mastrip nomor 3
Kecamatan Mayangan. Sejak awal berdirinya padantdB60, Kejaksaan Negeri
Kota Probolinggo baru sekali mengalami perpindateanpat yakni saat awal
berdirinya di Jalan Suroyo hingga pada awal tah880lberpindah ke Jalan
Mastrip nomor 3. Saat ini, Kejaksaan Negeri Kotab®tinggo dipimpin oleh
Bapak Edy Birton, S.H

Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo merupakan Kegakddegeri Type
B, yang didasarkan pada pembagian pola organiaagi gikualifikasikan dari sisi
kedudukan, beban kerja atau kekhususan suatu da&edara organisasi,
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo mempunyai stnuigaing tidak jauh dengan
susunan organisasi di kejaksaan daerah lain.

Adapun wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Prolggm sesuai
dengan geografis Kota Probolinggo yang meliputialifd) kecamatan, yakni
Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kecamdtadupok,

Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Wonoasih. Tidalyahitu, Kejaksaan
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Negeri Kota Probolinggo juga membawahi dua pulumisin (29) kelurahan
yang ada di Kota Probolinggo.

Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo masuk dalam \attapemerintahan
Kota Probolinggo sehingga dari sisi utara, selatanyr dan barat berbatasan
dengan Kabupaten Probolinggo. Meskipun memang aegargrafis dapat dilihat
bahwa Kabupaten Probolinggo mempunyai akses yksisdiengan Kabupaten
Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sitobond

Pada dasarnya, terdapat sebuah struktural di kagakdNegeri Kota
Probolinggo yang terdiri dari bagian-bagian yangsimgrmasing mempunyai
tugas serta fungsi sesuai dengan pembidanganngzbid®ngan tersebut mula
dari pucuk pimpinan yakni Kepala Kejaksaan NegeastaKProbolinggo hingga
Seksi Urusan Tata Usaha. Berdasarkan Keputusana Jakgung -
115/JA/10/1999, mekanisme kerja Kejaksaan Negeta KRrobolinggo sebagai

berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

Kepala Kejaksaan Negeri

Sub Bagian
Pembinaan

|

Urusan
Kepegawaian

Urusan
Keuangan

Urusan
Perlengkapan

Urusan Tata
Usaha

Urusan
Pembinaan

Seksi Seksi Seksi Seksi
Intelijen T.P TP Perdata
Umum Khusus dan
TUN
Sub
Seksi [ | Sub Sub
Sosial Seksi | | Seksi | |
dan Pra Penyidikan
Politik Penuntutan
Sub
SS(?;ZII Sub Sub
dan ] Seksi Seksi ||
Politik Penuntutan || Penuntutan
Sub
Seksi
Ekonomi
dan La
Moneter
Sub
Seksi
Produksi ||
dan
Sarana
Intelijen
Cabang Kejaksaan Negeri
| Sub Seksi
Sub Seksi Intelijen
Intelijen

Sumber :Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ( Data Sekunder ; 2011)
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Sesuai dengan bagan | tersebut, adapun tugas dasi fdari masing-

masing bagian, antara lain :

1. Kepala Kejaksaan Negeri
Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

a. memimpin, mengendalikan kejaksaan negeri dalam keafekan tugas,
wewenang dan fungsi kejaksaan negeri yang berstamglagar berdaya
guna dan berhasil guna;

b. melakukan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutggemeriksaan
tambahan, penuntutan eksekusi dan tindakan hukimn blardasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan ditatgpkan oleh
Jaksa Agung;

c. melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap gearny terlibat
dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalamm && luar,
meninggalkan kekuasaan Negara Republik Indonesigedpran barang
cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum,af@mgunaan dan
atau penodaan agama serta pengawasan aliran kggmercgang dapat
membahayakan ketertiban masyarakat dan negarashekda peraturan
perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkah Jaksa
Agung;

d. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tstzha negara,
mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di pgargadilan sebagai

usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dadandidluar negeri



52

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Keszja yang telah
ditetapkan oleh Jaksa Agung;

e. membina dan melakukan kerja sama dengan instamserpgah dan
organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecalje@masalahan
yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawapnya

f. memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugagayamelaksanakan
tugas-tugas lain berdasarakan peraturan perundadgankebijaksaan
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepalak$sgn Tinggi

serta melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjphle<ejaksaan Tinggi

2. Sub Bagian
Sub Bagian mempunyai tugas melakukan pembinaam@aajemen dan
melaksanakan pembangunan sarana dan prasaranalofsargeketatausahaan
kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuanganngleaiean organisasi dan tata
laksana, pengelolaan atas milik negara yang mengadjgung jawabnya serta
memberikan dukungan pelayanan teknis dan adminsegsseluruh satuan kerja
di lingkungan kejaksaan negeri dalam rangka merapeak pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Pembinaan mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronasiaserfémbina kerjasama
seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan netjéidang adminstrasi;
b. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksarsamrketatausahaan
dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkaparmmilik negara

yang menjadi tanggung jawabnya;
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c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuanankean dan
integritas kepribadian aparat kejaksaan di daew&hrnnya;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepalak$sagn Negeri
serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petlfgplala Kejaksaan
Negeri.

Sub Bagian Pembinaan terdiri dari :

1. urusan kepegawaian yang mempunyai tugas melakukamsam
kepegawaian, integritas kepribadian dan kesejantgragawai;

2. urusan keuangan mempunyai tugas dalam hal adnasiigguangan;

3. urusan perlangkapan mempunyai tugas melakukan nunpsdengkapan
dan kerumahtanggaan;

4. urusan tata usaha yang mempunyai tugas melakukamsarur

ketatausahaan.

3. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan intelyeistisian di bidang
ideologi politik, ekonomi, keuangan, sosial budajen pertahanan keamanan
untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum eadil&an baik preventif
maupun represif melaksanakan dan turut serta memyghrakan ketertiban dan
ketentraman umum serta pengamanan pembangunamadadan hasilnya di
daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Seksi Intelijen mempunyai tugas :

a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidategjen yustisial

berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan penganekras;
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. menyiapkan rencana, melakukan dan menyiapkan bakagendalian
kegiatan intelijen penyelidikan keamanan dan pelaggan dalam rangka
kebijakan penegakan hukum baik preventif maupunresfp untuk

menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dangugangserta
mendukung operasi yustisi mengenai masalah idegbmijtik, ekonomi,

keuangan dan sosial budaya;

. melakukan kegiatan produksi dan sarana intelijerembina dan
meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan integk&gsibadian aparat
intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikekaryaan di
lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepalak$&gn Negeri
serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petl{gplala Kejaksaan
Negeri.

Sub Seksi Intelijen terdiri dari :

. Sub Seksi Politik mempunyai tugas melakukan perggmn kegiatan
intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan damgg@langan untuk
menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dangugangserta
mendukung operasi yustisi mengenai masalah ided@agipolitik, media
massa, barang cetakan, orang asing dan cegah taBikaber daya
manusia pertahanan keamanan dan penanggulangaak tip@lana

subversi, tindak pidana perbatasan dan pelanggéalayah perairan;

. Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugaskmiela kegiatan
intelijen yustisial penyelidikan, kemananan dan ggatangan untuk

mendukung operasi yustisi mengenai masalah alir@perkcayaan,
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penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatmrkedatuan
bangsa, lingkungan bangsa, lingkungan hidup, pehgm hukum serta
penanggulangan tindak pidana umum;

3. Sub Seksi Produksi dan Saranan Intelijen memputugas melakukan
kegiatan dibidang produksi berupa laporan berksidentil dan perkiraan
keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemamgan integritas
aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri aa@nyelenggarakan

adminstrasi intelijen.

4. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaku#ian atau
mengendalikan kegiatan pra penuntutan, pemerikg¢aarbahan, penuntutan,
pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengagisgawasan terhadap
pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakamhlainnya dalam perkara
tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Neg&g bersangkutan
Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidampk pidana
umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan darapgatan teknis;

b. menyiapkan rencana, melakukan dan menyiapkan bakagendalian
kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, npgano dalam
perkara tindak pidana terhadap keamanan negar&ketartiban umum,
tindak pidana terhadap orang dan harta bendatsedtek pidana umum di

daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
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c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepalak$sgn Negeri
yang bersangkutan serta melaksanakan tugas-tugasdauai dengan
petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri;

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

1. Sub Seksi Tindak Pidana Keamanan dan Ketertiban nunyang
mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan bahan epdatian
kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, getigh penuntutan,
penuntutan, pengajuan upaya hukum, melakukan pEarethakim dan
putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksgnaasan lepas
bersyarat dan tindakan hukum lainnya serta pengeirasian
berdasarkan kebijaksanaan teknis Kepala Kejaksa@gerN Kota
Probolinggo;

2. Sub Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang dan HartadeBeyang
mempunyai tugas melakukan dan atau menyiapkan bpéagendalian
kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahanhpetign penuntutan,
penuntutan, pengajuan upaya hukum, melakukan pEarethakim dan
putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksgn#asan lepas
bersyarat dan tindakan hukum lainnya seta pengadasian berdasarkan
kebijaksanaan tenis Kepala Kejaksaan Negeri Katadbnggo;

3. Sub Seksi Tindak Pidana Khusus yang mempunyai tugeskukan
dan/atau menyiapkan bahan pengendalian kegiatan pprauntutan,
penuntutan, pengajuan upaya hukum, melakukan peretaakim, dan

putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanéssan bersyarat
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dan tindakan hukum lainnya serta pengadminstradi@ndasarkan

kebijaksanaan teknis Kepala Kejaksaan Negeri Knthd¥inggo.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus
Seksi tindak pidana khusus mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidadgna khusus
berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengantekias;

b. menyiapkan rencana, melakukan dan mengendalikan iatkaeg
penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeaksatambahan,
penuntutan dan pengadminstrasiannya;

c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengagiangawasan
terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat mi#akan hukum lain
perkara tindak pidana khusus serta pengadminiainaga;

d. melakukan pembinaan kerja sama dan kordinasi demgansi terkait
dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepaelayidik dalam
penanganan perkara tindak pidana khusus, subvansirdhsalah hukum
lain dalam kebijaksanaan umum,;

e. melakukan peningkatan kemampuan, ketrampilan dategritas
kepribadian aparat tindak pidana khusus di daenskurh Kejaksaan
Negeri yang bersangkutan;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepalak$agn Negeri
serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petl{gplala Kejaksaan

Negeri.
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Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

1. Sub Seksi Tindak Pidana Ekonomi mempunyai tugasym@apkan dan atau
melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dalagnkara tindak pidana
ekonomi dan tindak pidana pelanggaran wilayah p@ETai serta
pengadministrasiannya;

2. Sub Seksi Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugasyrmpkan dan atau
melakukan kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan aaamb dan tindakan
hukum lain dalam perkara tindak pidana korupsiespengadministrasiannya;

3. Sub Seksi Tindak Pidana Subversi mempunyai tugasyiaqgkan dan atau
melakukan kegiatan pengajuan upaya, pelaksanaansgoutpengadilan,
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepasarbersian tindakan
hukum lain dalam perkara tindak pidana subversi titedak pidana khusus

lain serta pengadminstrasiannya.

6. Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempumgs telakukan
dan atau mengendalikan kegiatan penegakan hukuntudm pertimbangan
pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepadgrae pemerintah dan
masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai:tugas
a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bigemdata dan tata
usaha negara berupa pemberian bimbingan pembir@ampehgamanan

teknis;
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. melakukan dan/atau mengendalikan kegiatan penegakemtuan
pertimbangan dan pelayanan hukum baik sebagai pgaggnaupun
tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingaegara dan
pemerintah;

. melakukan gugatan uang pengganti atas putusan giEargagugatan ganti
kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbugtamgy melawan
hukum yang merugikan keuangan negara;

. melakukan pemberian bantuan hukum terhadap masyargkang
menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengampeaehatikan
kepentingan umum sepanjang negara atau pemeridedhrenjadi pihak
tergugat, melakukan tindakan hukum di dalam maupuoar pengadilan
mewakili kepentingan keperdataan dari negara, petaér dan
masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuéasanhu

. melakukan pembinaan, kerjasama dan koordinasi deimgdansi terkait
serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis ndaf@enanganan
masalah perdata dan tata usaha negara di daeram(gjaksaan Negeri
yang bersangkutan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepaskdegin Negeri
serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petl(gplala Kejaksaan
Negeri.

Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dar

. Sub Seksi Perdata mempunyai tugas melakukan dan nagmyiapkan

bahan pengendalian penegakan, bantuan, pertimbad@anpelayanan
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hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, petae dan
masyarakat dalam perkara perdata dan tata usaheaneg

2. Sub Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak, mempungas melakukan
dan atau menyiapkan bahan pengendalian penegakatnan, pelayanan,
pertimbangan dan tindakan hukum lain kepada negmaerintah dan

masyarakat.

7. Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri
Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri mempunyai tugasakoken
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas rutin dabapgoman semua unsur
kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri yarsabgkutan.
Pemeriksa mempunyai fungsi :
a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidpeggawasan
berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan penganekrs
b. melakukan pengamatan, penelitian, pengujian, panilapemberian
bimbingan penertiban atas pelaksanaan tugas ram membangunan
semua unsur mengenai adminstrasi, kepegawaian, ng@ua dan
perlengkapan proyek pembangunan, intelijen, tingldkna umum, tindak
pidana khusus, perdata dan tata usaha negaraagialvihukum Kejaksaan
Negeri yang bersangkutan
c. melakukan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja kajhksaan negeri

yang bersangkutan;
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d. melakukan pemantauan dalam rangka tindak lanjujgeasan di daerah
hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan atasjplktpenertiban yang

telah diberikan.

B. Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Korupsi Perjalanan Dinas
di DPRD Kota Probolinggo

Dalam hukum acara pidana, sumber tindakan dibedalesjadi : laporan,
pengaduan dan tertangkap tangan. Dari sumber timdtksebut dapat diambil
tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, penaagka penahanan,
penggeledahan dan penyitaan. Hukum pidana dikestigdhi ius poenendi. lus
poenendi ialah peraturan atas wewenang dan hak negara sadb
kelengkapannya dalam menjalankan pidana terhadzo gerbuatan tertentd.
Dalam hal ini, aparat penegak hukum adalah alatnégiara dalam melaksanakan
undang-undang dalam rangka menegakkan hukum darjagaerketertiban
masyarakat. Jadi setiap tindakan yang dilakukam aparat penegak hukum harus
didasarkan pada ketentuan undang-undang yang bewdgdabila tindakan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak didasapala undang-undang yang
berlaku, maka secara langsung tindakan aparat hténsebut tidak sah atau batal
demi hukum.

Jaksa adalah salah satu aparat penegak hukum dispaga polisi dan
hakim yang bertugas menegakkan hukum sesuai dekgimtuan undang-
undang. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya haasadidn pada kewenangan

yang diberikan padanya sesuai dengan undang-undang.

" Masruchin Ruba’l, Op.Cit, h. 3
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Sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korypksa diberi tugas
dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap t&esangupun pihak-pihak
yang terkait dengan perkara guna mengungkap kasg sedang ditangani. Hal
ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Inekia Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. F&agidharus dilakukan
secara sistematis dan terarah agar penyidikanngstdag dengan baik, demikian
juga yang dilakukan oleh jaksa dalam melakukan iog@n terhadap tindak
pidana korupsi®®

Oleh sebab itu,sebagai penyidik tindak pidana korupsi, jaksa juga
mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tardékdakan
sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum acara gpidseperti melakukan
penangkapan, penyitaan, penggeledahan terhadakupita@ak pidana korupsi
dan tindakan lain sesuai dengan aturan yang adamDizal ini, wewenang jaksa
terletak pada saat proses penyidikan dan tidak kndalam lingkup penuntutan
serta persidangan.

Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Isdori¢o. KEP-
518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentaggPahan Keputusan Jaksa
Agung republik Indonesia No. Kep-132/J.A/11/19%tamg Administrasi Perkara
Tindak Pidana dan Kelaziman Praktik Penanganan aPerdindak Pidana
Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara komgsat disebabkan adanya
inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan ataformasi seseorang telah

terjadinya tindak pidana korupsi.

% Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso, S.Hal&ePeksi Pidana Khusus

Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, tanggal 19 Jaraed 1
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Sebelum melakukan penyidikan, Kepala Kejaksaan Medg®ta
Probolinggo terlebih dahulu membuat Surat Perinfdé@nyidikan dengan
membentuk tim penyidik yang ditugaskan untuk mekakupenyidikan secara
intensif. Tim ini lazimnya terdiri dari tiga sampéama orang. Setelah Surat
Perintah Penyidikan keluar, maka secara otomatisyigx dapat langsung
melakukan penyidikan.

Proses penyidikan diawali dengan pemanggilan sdksi tersangka.
Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 112 ayatKWRAP. Penyidik
mempunyai wewenang untuk memanggil tersangka da&si sedangkan bagi
saksi dan tersangka wajib untuk memenuhi pemangtgisebut.

Kinerja DPRD secara organisasi diketuai oleh urk®iua yakni ketua
dewan yang dibantu oleh dua wakil ketua dewan. D@darupsi perjalanan dinas
di DPRD Kota Probolinggo ini, unsur ketua yaknidetdewan dan wakil ketua
dewan memegang peranan yang penting. Unsur kehsgaepucuk pimpinan
yang mengerti dan menyetujui segala hal terkaif@gnanggota dewan dalam hal
ini perjalanan dinas ke Jembrana, Jakarta, MedarPdiembang. Pada perjalanan
dinas tersebut unsur ketua menyertakan satu onatodg mendampingi. Menurut
pengakuan Wakil Ketua DPRD, dalam hal ini unsuuéetidak terlibat dalam
proses yang terjadi pada saat rapat perjalanas ganag dilakukan oleh anggota
DPRD. Proses penyusunan rencana kunjungan kegtapkian pada awal tahun
dan melibatkan masing-masing komisi tanpa ada catapgan dari unsur ketua.

Masing-masing komisi mengatur dengan jelas mengdediutuhan selama



beberapa beberapa waktu

dikonsultasikan dengan sekretaris dewan.

termasuk mengenai
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kunjungana dan

Penyidik dalam menjalankan proses penyidikan mengiualur yang

sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlakdap@n alur proses

penyidikan tersebut antara lain seperti dalam béigan

PENYIDIK

SUMBER
TINDAKAN

YA|| WAJIB LAKUKAN
PENANGANAN

LAKUKAN
PEMERIKSAAN &
TINDAKAN LAIN
YG PERLU

TIDAK

PELAJARI &
TELITI ISI
LAPORAN /
PENGADUAN /
PERISTIWANYA

TIDAK

Sumber :Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ( Data Sekunder ; 2011)

Ps. 109 (2)

PENYIDIKAN
DIHENTIKAN:

- TDK CUKUP BUKTI
- BUKAN TP
- DIHENTIKAN DEMI HK

BERITAHU

+ PENUNTUT UMUM
- TERSANGKA & KLG

% Hasil wawancara dengan Drs. H. Banadi Eko Mdglas Wakil Ketua DPRD Kota
Probolinggo, tanggal 12 januari 2011
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Unsur ketua dalam menyetujui rencana kunjunganakegang diajukan
oleh komisi lazim sudah mendapat penjelasan set@amengenai poin-poin
dalam rencana kunjungan kerja tersebut, termasp&kaanggaran oleh komisi
yang bersangkutan. Pada prinsipnya, unsur ketu@ayeer atas apa yang
disampaikan oleh komi§?.

Kasus korupsi perjalanan dinas di DPRD Kota Proiggio ini
menetapkan sekretaris dewan dan rekanan sebagatea. Unsur ketua hanya
sebagai saksi dan tidak ada pertimbangan penyidiikkumenjerat unsur ketua
atas kelalaian dalam mempermudah sekretaris dewetakuakan korupsi.

Sementara itu, penyidik mengaku tidak mendapati lyaktg cukup atas
keikutsertaan unsur ketua dalam korupsi ini. Pengakpara saksi yang lain juga
tidak mengindikasikan adanya peran unsur ketuard&éupsi ini. Sesuai dengan
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ahum 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ketwardédak termasuk dalam
kualifikasi korupsi. Penyidik sudah mengembangkanydikan terhadap unsur
ketua dengan mencari data dan fakta yang dapateraénynsur ketua, namun
hasilnya tetap nihif*

Anggota dewan yang mengikuti perjalanan dinas ertssmendapat hasil
dari penggelembungan dana perjalanan dinas masasgigh Rp. 2.000.000,-.
Akan tetapi penyidik tidak menjerat satupun anggigawan dengan pasal-pasal
tentang korupsi. Proses penerimaan uang tersdbktidan secara langsung tanpa

ada tanda terima. Penyidik kembali menegaskan tigkpunyai alat bukti yang

80 Hasil wawancara dengan Drs. H. Banadi Eko Mdgla1 Wakil Ketua DPRD Kota

Probolinggo, tanggal 12 Januari 2011
Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso, S.H,l&epeksi Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, tanggal 19 Jaraed 1
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cukup dan tidak ada keterangan saksi yang memierag&sisi anggota dewan
dalam perjalanan dinas ini.

Mengenai hal tersebut, anggota dewan mengaku uang ¢iterima saat
perjalanan dinas bukan merupakan korupsi melairskatah diatur dalam rapat
komisi dan anggaran. Uang tersebut adalah uang smag memang
diperuntukkan bagi anggota dewan yang melakukajukgan kerja.

Penyusunan rapat kunjungan kerja melibatkan koy@ieg di dalamnya
terdapat anggota dewan. Sehingga sangat tidakarelapabila anggota dewan
tidak ada yang terjerat kasus korupsi. Dalam h&lnrenurut anggota dewan,
nggaran dan rencana yang disusun oleh komisi kenuis¢rahkan kepada
sekretaris dewan untuk ditindak lanjuti sebelunewifii oleh unsur ketu.

Pada dasarnya, penyidik tidak dapat memaksakanegprpenyidikan
terhadap unsur ketua dan anggota dewan apabilartidenpunyai alat bukti yang
cukup.®®

Dalam melakukan tuntutan terhadap sekretaris dedan rekanan,
penyidik dapat menggunakan pasal 55 KUHP yakniatentpenyertaan selain
pasal dalam undang-undang korupsi. Penyertaan hadalect yang dilakukan
lebih dari satu orang. Penyertaan dikualifikasi faéndua (2) macam sesuai
bentuknya, yakni ajaran subjektif yang melihat dgikap batin mereka yang
terlibat dalam penyertaan. Sedangkan ajaran objekénggunakan kriteria

luasnya perbuatan yang dilakukan oleh masing-masiagg yang terlibat dalam

62 Hasil wawancara dengan Yuli Erlita, S.H, salakggota DPRD Kota Probolinggo

dari Partai Kebangkita Bangsa, tanggal 05 Mei 2011
Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso, S.H,l&epeksi Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, tanggal 19 Jaraed 1
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penyertaan. Dalam KUHP, penyertaan terdapat dalasalF’55 KUHP yakni :

“dipidana sebagai pembuatédader) suatu perbuatan pidana :

- ke 1: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakulkenyang turut serta
melakukan perbuatan

- ke 2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjdesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengarakak, ancaman atau
penyesatan atau memberikan sarana atau keterssgjaygja menganjurkan
orang lain supaya melakukan perbuatan Pasal 56 Ky&if®y berbunyi :
“dipidana sebagai pembantimedeplichtig) suatu kejahatan mereka yang
sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatakuddn dan mereka
yang sengaja memberi kesempatan, sarana ataurigaarantuk melakukan

kejahatan”

Korupsi ini direncanakan dan dilakukan lebih daaitus orang yakni
sekretaris dewan dan rekanan sehingga unsur-uredlamdpenyertaan sudah
tercukupi. Pada kenyataannya penyidik tidak mengkam pasal penyertaan
untuk menjerat keduanya. Penyidik hanya berpedopeaa undang-undang
korupsi.

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Repobtbkesia Nomor
31 Tahun 1999 yang digunakan hakim sebagai dasamdeorupsi perjalanan

dinas tersebut, diketahui terdapa unsur-unsur sébagikut °*

@ Hasil wawancara dengan Wiwin S.H, Sub Sie Penan Kejaksaan Negeri Kota

Probolinggo, tanggal 19 Januari 2011
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1. Unsur tindak pidana 1 : setiap orang
Setiap orang dalam hal ini adalah sekretaris dedeandirektur CV. Gilang
Perkasa yang ditunjuk sebagai rekanan

2. Unsur tindak pidana 2 : memperkaya diri sendiriangr lain atau suatu
korporasi
Dalam hal ini dapat dilihat dari perbuatan yangaklikan oleh keduanya
yakni sekretaris dewan dan rekanan yang sepakak unengelembungkan
dana kunjungan kerja yang mencakup dana tranpogtasmodasi dan hotel
untuk kepentingan pribadi. Indikasinya dapat dtlihdalam laporan
pertanggungjawaban yang tertulis perjalanan dirasebut menggunakan
maskapai Garuda Indonesia, namun pada praktiknyalgrgan dinas tersebut
menggunakan Lion Air dan bahkan ada yang menggunt&asportasi darat
saat kunjungan kerja ke Jembrana.

3. Unsur tindak pidana 3 : dengan cara melawan hukum
Sejak awal sekretaris dewan dan direktur CV. Gil&egkasa mengetahui
bahwa tindakanmark up tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.
Namun, pada kenyataannya sekretaris dewan justrungkoadisikan
sedimikian rupa agar korupsi ini berjalan dengak.lalah satu indikasinya
ialah pada saat lelang penunjukan rekanan yangnaebg& sudah diatur
sedemikian rupa. Hal ini karena sesungguhnya edeldng selain CV.
Gilang Perkasa tak lain adalah anak perusahaaC¥aGilang Perkasa

4. Unsur tindak pidana 4 : dapat merugikan keuanggarmaeatau perekonomian

negara
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Sesuai dengan data dan bukti yang diperoleh olgk @&th Kejaksaan yang
diperkuat oleh putusan hakim, akibat dari korupskretaris dewan dan
rekanan yakni CV. Gilang Perkasa maka negara d#angisebesar RP.
539.000.000,-

5. Unsur tindak pidana 5 dalam pasal 3 Undang-UndaeguBlik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindd&n®i Korupsi :
karena jabatan, kewenangan dan kekuasaannya
Dalam hal ini Sekretaris Dewan merupakan jabatauaedengan unsur
tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Rekuibtionesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangioru

Pada akhirnya, Direktur Biro Perjalanan CV. GilaRgrkasa, dituntut
jaksa penuntut umum (JPU) hukuman delapan belgshdi@n penjara dalam

kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Probotirggmilai Rp. 381.000.000,-

Miendwiati selaku direktur dari CV. Gilang Perkasakanan) dituntut 18

(delapan belas) bulan penjara karena dianggap kierbarsalah atas dakwaan

sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republinésia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Tindak Pindana Korupsi. Pengadilaremegmemvonis 1 (satu)

tahun penjara, denda Rp. 50.000.000,- dan dihanusiengganti kerugian negara

sebesar Rp. 100.000.000,-. Akan tetapi Miendwiaiakukan banding. Menurut
pembelaannya, la hanya melakukan perintah atagjpktsekretaris dewan. Mien
mengakui, sekretaris dewan menganjurkan agar plelses) bisa "dikondisikan”.

Salah satu modusnya ialah peserta lelang yangtdakak perusahaan dari CV.

Gilang Perkasa.
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Sekretaris dewan dituntut delapan belas (18) buolah Jaksa Penuntut
Umum dan hakim memberi vonis dengan putusan yamg skengan direktur CV.
Gilang Perkasa yakni satu (1) tahun penjara, deRga 50.000.000,- dan

diharuskan mengganti kerugian negara sebesar REAMN000,-.
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Tabel 1 : Data tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalammpki perjalanan dinas di

DPRD Kota Probolinggo

Subjek Bidang Dasar tuntutan Ancaman Tuntutan
Hukuman
Miendwiati Pimpinan CV. | Pasal 2 UU No.| Pidana seumur| 18 (delapan
Gilang Perkasa| 31 th 1999 ttg hidup atau belas) bulan
Selaku Rekanan Pemberantasan penjara paling penjara dan
Tindak Pidana | singkat 1 tahun denda Rp.
Korupsi dan paling lama| 50.000.000,-
20 tahun atau
denda min Rp.
50.000.000,- dan
maks Rp.
1.000.000.000,-
Sawie Sekretaris Pasal 3 UU No| Pidana seumufr18 (delapan
Dewan 31 Th 1999 ttg hidup atau| belas) bulan
Pemberantasan| penjara  paling penjara dan
Tindak  Pidang min 1 tahun dan denda Rp
Korupsi maks 20 tahun 50.000.000,-
atau denda plg
sedikit Rp.
50.000.000,- dan
Rp.
1.000.000.000,-

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo (Data Sekunder ; 2011)
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Menurut Jeremy Pope, semua orang yang terlibat ndakorupsi
mendapatkan untung dan semuanya berkepentingark un&rahasiakannya.
Karena itu, bukti-bukti untuk tindak pidana korugang dilakukan sangatlah sulit
untuk diperoleh. Para pelaku, masing-masing beekates pelaku yang lainn§a.

Tidak semua jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Profglinbisa melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukanhokenggota DPRD Kota
Probolinggo. Secara organisasi, jaksa fungsionat y@erhak menjadi penyidik
dan mempunyai wewenang dalam menangani suatu tipidiaka adalah Seksi
Tindak Pidana Khusus, Sub Seksi Penyidikan dan S&Ksi Penuntutan yang
dibantu oleh Seksi Intelijen. Sedangkan untuk mer@m siapa saja yang
bertugas menjadi penyidik dalam menangani kasugakinpidana, maka hal
tersebut sepenuhnya menjadi hak Kepala KejaksagarNentuk menunjuk siapa
saja jaksa yang diberi tugas untuk melakukan péwmyidtindak pidana, demikian
juga sama halnya dengan penyidikan tindak pidanapisi’®

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik mempunyaetapa kendala
yang dihadapi dalam proses penyidikan. Adapun Kardendala tersebut antara

lain :

1. KendalaYuridis
a. Kendala Yuridis Dalam Hal Proses Perijinan Pemeriksaan Anggota
Dewan Kepada Guber nur
Saksi menjadi bagian penting dalam proses pengpagkauatu tindak

pidana, baik itu pidana maupun perdata. Dalam kksugpsi yang pada umumya

8 Jeremy PopeStrategi Memberantas Korupsi ; Elemen Sstem Integritas Nasional,

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 496
% Hasil wawancara dengan Deta S.H, Sub Seksi Bikayi Kejaksaan Negeri Kota
Probolinggo, tanggal 19 Januari 2011
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sulit untuk menentukan korban, karena hampir semiak diuntungkan, saksi
menjadi penentu sebelum hakim memutus perkarabterse

Dalam hal ini, pihak penyidik mendatangkan saksbebepa anggota
dewan, baik yang turut serta dalam perjalanan dmaspun yang tidak ikut.
Tidak hanya itu, penyidik juga memanggil ketua daakil ketua dewan untuk
dapat memberikan keterangan.

Pada dasarnya, penanganan tindak pidana korupsi gitgakukan oleh
anggota DPRD adalah sama dengan tindak pidanaditkykan oleh tersangka
yang bukan anggota DPRD baik dalam penyidikan @taakan hukum yang lain
seperti, penuntutan. Perbedaan secara yuridistalerigada perlunya ijin dari
Gubernur sebelum melakukan penyidikan terhadapaaddPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini pemeriekaih mengeluarkan
suatu ketentuan mengenai penyidikan terhadap pejamara yang melakukan
tindak pidana seperti anggota DPR, DPRD dan sefwgmgafturan tersebut ialah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahu26Atang Pemerintahan
Daerah. Jika dikaitkan, undang-undang ini mengharusada formalitas
tambahan dalam proses penyidikan tindak pidanapkoryang dilakukan oleh
pejabat negara. Formalitas itu adalah keharusagigiknuntuk meminta ijin
kepada pihak tertentu dalam melakukan proses pé&ayidterhadap pejabat
negara. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undamghn Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerat $ayang berbunyi :

"Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilagkan setelah

adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Kegés nama Presiden

bagi anggota DPRD propinsi dan dari Gubernur aaasanMenteri Dalam
Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/Kota”



74

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nd&2ofahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka Kejakéageri Kota Probolinggo
tersebut mempunyai kewajiban meminta ijin kepadabeBuur sebelum
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yangkdikan oleh anggota DPRD
Kota Probolinggo. Adapun pihak yang mempunyai kaexpaintuk melakukan
penyidikan ialah penyidik di Kejaksaan Negeri KBt@bolinggo Jika penyidik di
Kejaksaan Negeri Kota probolinggo tidak melakukemlakan-tindakan seperti
yang tertuang di atas maka penyidikan yang dilakuganyidik di kejaksaan
Negeri Kota Probolinggo tidak sah atau batal demkiim.®’

Sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, igikag tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRIaktimemerlukan ijin khusus
yang ditujukan kepada gubernur, melainkan penyid&nya berkewajiban
membuat surat persetujuan yang sifatnya hanya péathean kepada gubernur
bahwa akan dilakukan penyidikan terhadap anggot&DPNamun, kondisi
berubah sejak undang-undang pemerintahan daers¢btgrdigulirkan. Hal ini
karena memang izin penyidikan oleh Gubernur sebagea diisyaratkan dalam
undang-undang tersebut harus dilaksanakan sebelsegpenyidikan terhadap
anggota DPRD berlangsung. Sehingga, dengan koddisikian, penyidik di
kejaksaan tidak serta merta bisa melakukan peraidigebelum ijin tersebut
dikeluarkan oleh Gubernur. Lain halnya sebelum ngdandang ini diresmikan,
surat pemberitahuan kepada Gubernur mengenai planyiderhadap anggota
DPRD bisa dimintakan kapan saja oleh penyidik k&ak, bahkan ketika

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sedangdregung.

67 Hasil wawancara dengan Deta S.H, selaku Sub &igidikan Kejaksaan Negeri Kota
Probolinggo, tanggal 19 januari 2011
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Kondisi demikian justru membuat penyidikan yangakiikan oleh
penyidik menjadi lebih berbelit-belit dan bukaradmungkin dapat menghambat
penyidikan. Bahkan, dengan terhambatnya penyidieasebut, tersangka bisa
melakukan berbagai macam upaya untuk bisa lepapelayidikan dan tuntutan
hukum, tak menutup kemungkinan, tersangka bisa phdausaha untuk
menghilangkan alat-alat bukfl.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pé&mgidiejaksaan Negeri
Kota Probolinggo adalah yang berhak untuk melakukan yang berkewajiban
meminta ijin kepada Gubernur untuk melakukan pekgid terhadap anggota
DPRD Kota Probolinggo. Hal ini karena perkara teuteberada dilingkup
wilayah hukum Kota Probolinggo.

Bekenaan dengan surat ijin tersebut, secara tékiais diperlukan waktu
yang cukup lama untuk membuat surat ijin tersefat.ini karena memang tidak
ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhiméelyidik dalam penulisan ijin
tersebut. Berdasarkan pengamatan, surat ijin ter$smya berisikan mengenai :

a. kasus posisi, yaitu posisi yang berkaitan dengasuskaang sedang

atau yang akan dilakukan penyidikan oleh penyidésus posisi harus
ditulis dan diuraikan dengan jelas, singkat daakitholeh ditambah
atau dikurangi;

b. nama-nama yang dipanggil, yaitu anggota DPRD Katzb®inggo

yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dam atidakukan
penyidikan kepadanya. Dalam bagian ini harus dijela identitas

tersangka secara jelas dan jabatannya.

% Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso S.H,usKleala Seksi Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Negeri Probolinggo, tanggal 19&@&2011



76

Surat ijin tersebut oleh penyidik atas nama Kepamksaan Negeri Kota
Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penyidikag ylikeluarkan oleh Kepala
Kejaksaan Negef?

Dengan selesainya pembuatan surat ijin oleh pdnydjaksaan Negeri
Kota Probolinggo, maka dengan segera penyidik akamgirimkannya. Surat ijin
tersebut tidak langusng dibawa ke Gubernur, ak@apitbarus dibawa dahulu ke
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Sebabakésjan Negeri Kota
Probolinggo adalah bagian dari wilayah hukum atawisgiksi Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur, sehingga segala tindakan hukum keluarg ydilakukan oleh
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo harus diketatem &Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur.

Langkah selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timuranaksegera
mempelajari surat ijin tersebut dan kemudian akéindak lanjuti. Dalam proses
ini, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo harus megurgekita 3 (tiga) hari untuk
mendapatkan keputusan dari Kejaksaan Negeri JawarTsebelum akhirnya
surat permohonan ijin tersebut dikembalikan kepaelayidik. Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur kemudian mengganti surat permohonardgimgan surat yang baru,
dalam artian, surat ijin tersebut akan bergantijedirsurat permohonan ijin dari
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dengan mendasarkaat g@rmohonan ijin dari
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.

Penyidik yang telah mendapatkan surat ijin dariaKepan Tinggi Jawa
Timur segera membawa surat permohonan ijin terskp@da Gubernur Jawa

Timur. Dengan diterimanya surat permohonan ijisébut oleh Gubernur, maka

%9 Hasil wawancara dengan Deta S.H, selaku Sub &igidikan Kejaksaan Negeri Kota
Probolinggo, tanggal 19 Januari 2010



77

Gubernur akan mempelajari surat permohonan terseimiitk selanjutnya
mengeluarkan keputusan. Selama surat permohonatergebut berada di tangan
Gubernur, pihak penyidik harus menunggu sampaiakeyia keputusan dari
Gubernur berkaitan dengan surat permohonan ijig yiajukannya. Di tahap ini,
penyidik harus menunggu minimal lima (5) hari.

Pada prinsipnya, Gubernur berkewajiban untuk meikdoerijin kepada
penyidik untuk melakukan penyidikan manakala pekyidlah memenuhi syarat
seperti yang sudah diatur dalam ketentuan yangkerApabila Gubernur belum
memberikan ijin terhadap permohonan ijin yang dikdn oleh penyidik dalam
waktu enam puluh (60) hari sejak diterimanya peRgio, maka proses
penyidikan dapat terus dilakukan. Hal ini sebagaimndijelaskan dalam Undang-
Undang nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintaharaPgasal 53 ayat 2 yang
berbunyi :

"Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana yantpkisud pada ayat 1

tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (erartuh) hari semenjak

diterimanya permohonan, proses penyidikan dapaiwukian”

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, secara img@igbernur memiliki
kewajiban untuk memberikan surat ijin kepada peRyidntuk melakukan
penyidikan sehingga proses penyidikan dapat milkgiwkan.

Setelah penyidik menerima atau mengambil surattgmsebut, penyidik
berkewajiban untuk menyampaikan surat tembusan deedaPRD Provinsi,
Kapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa TimurSdirabaya, Kapolresta
Probolinggo dan pihak terkait lainnya. Kemudianpges penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik telah sah karena sesuagaeryang diwajibkan oleh
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahurd28ftang Pemerintahan
Daerah.
Meskipun demikian, ada pengecualian ketentuanapatdikesampingkan
di mana penyidik tidak perlu membuat dan mengajukanat ijin kepada
Gubernur sebelum melakukan penyidikan apabila :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yangcdia dengan pidana
mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamaegara
Akan tetapi, setelah tindakan penyidikan dilakukg®enyidik harus
membuat laporan berkaitan dengan proses penyidikah.ini sesuai dengan
ketentuan pada pasal 53 ayat 5 Undang-Undang n@aamahun 2004 yang
berbunyi :
"Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada agiklikan, tindakan
penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang lmekan ijin
sebagaimana dimaksud pada ayat 91) paling lambéduzkali) 24 (dua
puluh empat) jam”
Pada intinya, ketentuan yang mengharuskan penuidikk meminta ijin
sebelum melakukan penyidikan terhadap pejabat aegdalah tidak mutlak

apabila tersangka berada dalam keadaan sebagayanagdijelaskan dalam pasal

tersebut’

0 pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Republik Indoniésimor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

" Hasil wawancara dengan Adiaksa, S.H, Seksi letelikejaksaan Negeri Kota
Probolinggo, tanggal 19 Januari 2011
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b. Kendala Yuridis Dalam Hal Saks Yang Tidak Maksimal Dalam

Memberikan K eterangan

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalammbKundang-Undang
Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjathdang-Undang No 8
Tahun 1981 dalam Pasal 1 butir ke-26 KUHAP yang yatakan bahwa saksi
adalah adalah orang yang dapat memberikan keteraggaa kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang spatkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendi

Menurut pengakuan Kepala Seksi Pidana Khusus Kagakdlegeri Kota
Probolinggo, secara yuridis formil tidak terlaldisuntuk mengungkap kasus ini.
Hal ini karena berdasarkan laporan, pengaduan dliitukti awal, semua unsur
dalam tindak pidana korupsi telah tercukupi. Dengata lain, pihak penyidik
sudah mempunyai kesimpulan awal mengenai ketealibatkretaris dewan dan
rekanan. Akan tetapi, sesuai dengan prosedur, pjekyidik tetap harus
melakukan tahapan-tahapan sebelum masuk ke pemgadbalah satu tahapan
tersebut ialah pemanggilan terhadap saksi.

Hal tersebut tertera dalam Pasal 112 ayat 1 dadi2A® disebutkan ;

"penyidik yang melakukan pemeriksaan, berwenang amguil tersangka
dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa ; lkgi mereka yang
dipanggil wajib datang kepada penyidik”

Pemanggilan saksi tersebut dilakukan dengan samaggian yang sah,

yang memuat antara lain :
a. alasan pemanggilan yang jelas;

b. waktu dan tempat hadir yang ditentukan;

2 Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso S.H, &&mMsi Tindak Pidana Khusus
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c. nama dan jabatan yang memanggil;
d. nama dan alamat yang dipanggil

Berdasarkan pemanggilan saksi tersebut, selainn&apgosedur yang
harus dijalani, ada fakta lain yang bisa diunghkegik yang bersifat memberatkan
atau meringankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kenyataaangasgksi terkesan
sangat rapi dalam menutupi kasus ini bahkan adkasidssudah diarahakan dalam
memberi jawaban. Semua saksi mengaku tidak ingsrtdi dengan jawaban
"tidak tahu”. Menurut pengakuan penyidik, sikap sakangatpasif sehingga
penyidik harus cermat dalam mengendalikan keaddaik saat memberi
pertanyaan atau menerima keterangan dari sakssi 8akderung diam dan tidak
ada kehendak untuk memberikan keterangan tambadiam ertanyaan dari
penyidik. Selain itu, saksi juga cukup ringkas dsdngkat dalam menjawab
pertanyaan dari penyidik. Adapun saksi-saksi tersabtara lain"®

Tabel 2 : Daftar saksi korupsi perjalanan dinas DR®ta Probolinggo

Nama Saksi Kapasitas

Drs. H Kusnan Ketua Dewan

Drs. H. Banadi Eko, Msi Wakil Ketua Dewan

Totok Sugiarto, S.H Anggota Dewan

Miendwiati Direktur CV. Gilang Perkasa (rekanan)
Antok Staff CV. Gilang Perkasa

Haki Mulhak Staff Bg. Hukum DPRD Kota Probolinggo
Budi Staff DPRD Kota Probolinggo

Sumber : Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo (Data sekunder ; 2011)

® Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso S.Hil&&eksi Tindak Pidana Khusus
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Fakta yang ditemukan penyidik, para saksi, terutzelaetaris dewan,
anggota dewan beserta rekanan mengakui apa ydadj #alam perjalanan dinas
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tiakkeuangan negara yang
dirugikan. Para saksi sepakat menyimpulkan bahwgalae hal mengenai
perjalanan dinas tidak melanggar aturan hukum.

Menurut penyidik, pengakuan tersebut terbilang wajgengingat alur
korupsi telah diatur sendiri oleh yang bersangkuxoses awal yang dimulai dari
rapat penganggaran dana perjalanan dinas, pembuataporan
pertanggungjawaban hingga penunjukan rekanan sddahtukan sedemikian
rupa untuk memungkinkan terjadinya korupsi. Fakta menguatkan indikasi
bahwa niat untuk melakukan korupsi sudah ada sejak

Sementara itu, salah satu yang membuat saksi tiddiuka dalam
memberikan keterangan ialah adanya tekanan damréed pihak. Penyidik
mengetahui hal ini berdasarkan pengakuan dari suwmide data yang didapat
oleh Sub Sie Intelijen. Sesuai dengan sumber dentdesebut, apabila para saksi
terutama dari lembaga legislatif membocorkan kdrupsmaka sekretaris dewan
akan mempersulit kinerja dan administrasi sakslaKihanya itu, para saksi yang
berpangkat staf ditekan dengan ancaman akan darsuliktuk dimutasi dan
dipindah dengan laporan kinerja yang buftiKejadian semacam ini berlaku bagi
karyawan dan staf, baik itu dari pihak sekretadatvan maupun CV. Gilang
Perkasa.

Sebagaimana diketahui, saksi memegang peranan c@g penting

dalam memutus perkara baik itu pidana maupun peerdéisur terpenting bagi

" Hasil wawancara dengan Adiaksa, S.H, Sub Sielijert Kejaksaan Negeri Kota

Probolinggo, tanggal 19 januari 2011
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saksi ialah dalam memperkuat pembuktian di pergaan Saksi mempunyai
peran vital terlebih pada kasus korupsi yang dikakudengan cara meninggalkan
bukti autentik dan "diakui” sah menurut hukum. Dalahal ini, peraturan
mengenai perlindungan saksi mempunyai peran penSohstansi dari peraturan
tersebut selain mencakup jaminan keamanan baikdiridaupun keluarga, juga
mengenai jaminan posisi pekerjaan saksi. Mengealanh penyidik menghargai
semua jawaban dan keterangan yang diberikan okdi dan serta menjadikan
semua keterangan tersebut sebagai pertimbanganpmesebenarnya penyidik
mempunyai pandangan laih.

Penyidik sejak awal sudah memperkirakan kapasigksi syang tidak
maksimal dalam memberikan keterangan. Oleh sebalpenyidik dalam proses
penyidikan harus mengunjungi daerah yang dijadtkgran dari kunjungan kerja

seperti Jembrana, Medan, Palembang dan Jakarta.

2. Kendala Nonyuridis
a. Kendala Nonyuridis Dalam Hal Penyidikan Yang Harus Mengunjungi
Daerah Tujuan Kunjungan Kerja

Sebelum memasuki tahap pemanggilan saksi, pengimldkm melakukan
penyidikan harus melakukan kroscek hingga ke dagaahah yang menjadi
tujuan kunjungan kerja. Penyidik terkendala jarakg cukup jauh karena harus
mengunjungi Jakarta, Palembang, Medan dan Jembrana.

Secara tidak langsung, proses melakukan kroscekadejarak yang

berjauhan tersebut membutuhkan waktu yang tidalerdgab dan proses yang

> Hasil wawancara dengan Adiaksa, S.H, Seksi letelikejaksaan Negeri Kota
Probolinggo, tanggal 19 Januari 2011
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cukup rumit. Pihak penyidik membutuhkan waktu hadg?p (dua puluh) hari

untuk melakukan penyidikan tersebut. Dalam kuruktwaang cukup lama itu

ada kemungkinan pihak-pihak yang diduga terlibatarda kasus korupsi

perjalanan dinas dapat menghilangkan barang BuKfujuan penyidik ialah

mengunjungi hotel tempat anggota dewan menginapndangambil beberapa
data seperti buku tamu, daftar tamu, agenda kegida pengakuan pihak hotel
(humas).

Kuantias waktu pengungkapan yang cukup lama itulgang
melatarbelakangi beberapa Lembaga Swadaya Masyrdkat Organisasi
Masyarakat melakukapressure dan demonstrasi terkait lambannya penyidikan
terhadap kasus korupsi perjalanan dinas di DPRI wbbolinggo. LSM dan
ormas tersebut menuding Kejaksaan tebang pilimdab@nangani kasus. Di lain
sisi, pihak Kejaksaan mengakui cukup hati-hati mhkalamengungkap kasus ini
mengingat kasus korupsi perjalanan dinas ini meérkadus pertama di DPRD
Kota Probolinggo selama satu dekade terkahir. Tiocenutup kemungkinan,
kasus perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggagablangkah awal untuk
membuka beberapa kasus lain.

Dalam kurun waktu tersebut, saat mengunjungi dageaty dijadikan
tujuan kunjungan kerja, penyidik juga harus dih&dappada kasus lain di Kota
Probolinggo.

Proses penyidikan hingga ke Palembang, Medan, d@aldan Jakarta
tersebut tidak hanya untuk mencari data dalam lealgipapan., akan tetapi

penyidik juga menyempatkan untuk mengunjungi mask@enerbangan yang

® Hasil wawancara dengan Deta S.H, Sub Seksi Bikayi Kejaksaan Negeri Kota
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terkait dalam masalah ini. Sesuai dengan laposrarasnya perjalanan dinas ini
menggunakan maskapai Garuda Indonesia, namun paslayatkannya
menggunakan Lion Air dan Adam Air yang harganyahjabih murah. Penyidik
juga melakukan kroscek perihal tiket pesawat yaimglikasikan palsu.

Penyidik mendapatkan data-data yang dibutuhkara ggrhgakuan dari
beberapa pihak terkait dalam hal akomodasi, trategio dan maskapai
penerbangan. Semua yang didapat dari penyidikaenkeat (4) daerah tersebut
masih terkualifikasi sebagai data mentah dan detal. aPihak penyidik baru
melakukan pengolahan terhadap data dan fakta térsekelah sampai di Kota
Probolinggo.

Tindakan penyidik tersebut sebagai upaya untuk kn&kn sinkronasi
mengenai akomodasi, transportasi hingga harga Iyaie) digunakan peserta
kunjungan kerja.. Dari penyidikan tersebut, peryidienemukan fakta yang
menguatkan dugaan bahwa telah terdapat kerugiaaranéi@lam kunjungan kerja
tersebut.

Fakta tersebut antara laiff :

a. Pihak hotel memberikan data yang konkrit berdasatkaku tamu dan
pengakuan humas hotel mengenai kunjungan kerja gdakukan oleh
anggota dewan dari Kota Probolinggo. Pihak hotehga&u, tidak ada
pesan-pesan khusus yang disampaikan pihak sekrdeawian dan rekanan
terkait dengan adanya penggelembungan dana danmdatginap yang
fiktif. Berdasarkan data dan pengakuan dari pihakelh kegiatan inti

anggota dewan saat kunjungan kerja hanya terpusdda pukul 08.00

" Hasil wawancara dengan Adiaksa S.H, Sub Sie jatelKejaksaan Negeri Kota
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sampai dengan pukul 12.00, selebihnya tidak ad#ateegformal yang

dilakukan oleh peserta kunjungan kerja;

b. Dalam laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja Medan,
Palembang, Jakarta dan Jembrana, jangka waktu ragragi selalu
dilebihkan satu hari. Artinya, saat proses kunjungerja secarae facto
setiap kunjungan kerja membutuhkan waktu 3 hariadam, akan tetapi
dalam laporan pertanggungjawaban tertulis 4 heralam;

c. Maskapai yang digunakan dalam laporan pertanggwadjan tertulis
Garuda Indonesia, pada kenyataannya maskapai yigngatan adalah
Lion Air dan Adam Air dengan harga yang jauh danda yang tertulis di
laporan pertanggungjawaban.

Tindakan penyidik yang melakukan penyidikan hinggdeberapa tempat
tersebut memang sebagai upaya untuk membuat temsohek pidana korupsi
perjalanan dinas di DPRD Kota Probolinggo ini. i dilakukan sebelum
adanya penetapan saksi. Apabila sudah ada penetaksin maka penyidik tidak
perlu melakukan penyidikan hingga ke Jakarta, Jansghr Medan hingga
Palembang karena saksi mempunyai kewajiban unttdngadan memberikan

keterangan kepada penyidik setelah ada surat peyitemg

b. Kendala Nonyuridis Dalam Hal Tenaga, Sarana dan Prasarana Di
Kejaksaan Yang Masih Kurang
Selain kendala teknis yakni proses penyidikan yargip jauh hingga ke
Medan, Jembrana, Jakarta dan Palembang sertayauliiendapat keterangan dari

saksi, pihak penyidik mengakui menemukan kendata yeersifat nonteknis.
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Proses penyidikan tersebut diakui membutuhkan tegagg tidak sedikit.
Sedangkan di lain sisi aparat yang berwenang dd#wakp penyidik dalam
mengungkap kasus ini terbilang kurang. Dalam pkalkd saat memulai
penyidikan, pihak Kejaksaan Negeri Kota Probolinggomus menunggu hingga
satu minggu untuk mengisi pos Seksi Intelijen ydimgutasi ke daerah lain. Pos
Seksi Intelijen memegang peran yang sangat pentitigk mengumpukan bukti-
bukti dan fakta yang terbilang rahasia serta slhgkap.

Sebagaimana diketahui, Seksi Intelijen mempunygadisebagai berikut :

a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidaegjen yustisial
berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengantekras;

b. menyiapkan rencana, melakukan dan menyiapkan bakagendalian
kegiatan intelijen penyelidikan keamanan dan pelaggan dalam rangka
kebijakan penegakan hukum baik preventif maupunressfp untuk
menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dangugEngserta
mendukung operasi yustisi mengenai masalah idegbmjitik, ekonomi,
keuangan dan sosial budaya;

c. melakukan kegiatan produksi dan sarana intelijeremiina dan
meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan integkiggsibadian aparat
intelijen yustisial membina aparat dan mengendalik&karyaan di
lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepalak$agn Negeri
serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petlfgplala Kejaksaan

Negeri;
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Kepala Kejaksaan Negeri membuat tim penyidik yaegtugas untuk
melakukan penyidikan yang intensif setelah SurainRdn Penyidikan diterima.
Tim ini terdiri dari tiga (3) orang yakni Kepala & Tindak Pidana Khusus, Sub
Seksi Intelijen dan Sub Seksi Penyidikan. Pada &@aaynya, tim yang bekerja
hanya satu (1) orang yaitu Kepala Sub Seksi Tirlidana Khusus karena Sub
Seksi Penyidikan sakit dan harus istirahat dalaktwgang lama.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Kejakdagari Kota
Probolinggo dalam mengungkap kasus ini terbilangukg. Sarana dan prasarana
di sini adalah segala peralatan dan perlengkaparg ydijadikan sebagai
penunjang bagi keberhasilan pemberantasan kordpgimasuk sarana dan
prasarana pada lembaga penegakan hukum adaldtaatgiortasi yang berfungsi
mendukung kinerja penyidik di lapangan. Adapun ksg@rana dan prasarana
yang dianggap kurang antara lain :

1. Mobil tahanan : satu (1)

2. Mobil dinas : tiga (3)

3. Alat pendeteksi tiket dan uang palsu

Sarana dan prasarana, dalam hal ini yang palinghaitéalah dana
operasional aparat yang masih terbatas dalam geisgungkapan kasus baik itu
kasus besar ataupun kasus kecil. Di lain sisi, k&suwupsi perjalanan dinas di
DPRD Kota Probolinggo dalam proses penyidikannyanmduhkan dana yang
besar untuk beberapa pos pengeluaran antara lagmeeharus mengunjungi

Medan, Jembrana, Pelmbang dan Jakarta. Tidak hanyeasus korupsi ini juga
menggunakan tingkat kecanggihan dan keuletan yaggitseperti pemalsuan

bill dan tiket pesawat.
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Pada umunya, aparat mempuyai kemauan dan kemampoark
mengungkap kasus korupsi perjalanan dinas, nambutetsebut tidak imbangi
oleh sarana dan prasarana yang kurang. Akibat lddérbatasan sarana dan
prasarana tersebut, tak jarang banyak kasus ydalk terungkap padahal kasus

tersebut mempunyai jangka waktu.

C. Upaya Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengungkap Kasus Kor upsi
Perjalanan Dinas Di DPRD Kota Probolinggo

1. Upaya Yuridis

a. Upaya Yuridis Dalam Hal Proses Perijinan Pemeriksaan Anggota Dewan
K epada Gubernur

Kendala kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsigean dinas di
DPRD Kota Probolinggo pada intinya terhambat oletektuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahut26Atang Pemerintahan
Daerah yang dikatakan bahwa penyidik dapat melakpkass penyidikan kepada
anggota dewan setelah adanya persetujuan teraulig/énteri Dalam Negeri atas
nama Presiden bagi anggota DPRD propinsi dan dévefBur atas nama Menteri
Dalam Negeri bagi anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksan#®iKhusus
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, tidak banyakyapgang dapat dilakukan
oleh jaksa selaku penyidik untuk mendapatkan sjiratlari Gubernur dengan
cepat selain menunggu dan melakukan pemantauaraseoas menerus terhadap

permohonan surat ijin tersebut. Apabila surat péwnan ijin dari Gubernur
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tersebut tidak segera turun atau tidak segerabdian oleh Gubernur, maka
pihak Kejaksaan yang telah ditunjuk sebagai pekyidinya dapat berpedoman
pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indamésmor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, apabila Gubernur belemberikan izin terhadap
permohonan izin yang diajukan dalam kurun waktunemaluh (60) hari sejak

diterimanya penyidikan, maka proses penyidikanptetapat dilakukan. Karena
pada prinsipnya, Gubernur berkewajiban memberikarképada penyidik untuk

melakukan penyidikan manakala penyidik telah merhersyarat-syarat yang

ditentukan dalam permohonan ijinnﬂ?a.

Secara yuridis, tidak ada ketentuan formil yang gaéur bahwa Gubernur
dapat menolak atau memperlambat dalam hal persetusurat permohonan
penyidikan terhadap anggota dewan. Meskipun demikighak Kejaksaan dan
penyidik tidak tidak mempunyai wewenang atau ke&aasuntuk memaksa
Gubernur dalam hal persetujuan surat permohonayigikan terhadap anggota
dewa. Pihak Kejaksaan dan penyidik hanya dapat nggnudan mengumpulkan

bukti-bukti lain yang lebih lengkap.

b. Upaya Yuridis Dalam Hal Saks Yang Tidak Maksimal Dalam
Memberikan K eter angan
Saksi tidak maksimal dalam memberikan keterangeenkapada dasarnya
jawaban saksi sudah diarahkan. Hampir sebagiam baksi mengaku tidak ingat
atas perjalanan dinas yang telah dilakukan. Pergalaaksi yang terkesan

berbelit-belit dan kompak dengan jawaban "tidakutatian dalam hal ini pihak

8 Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso S.H, &&mMsi Tindak Pidana Khusus
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penyidik menghargai semua keterangan yang sud&hildin. Penyidik dalam hal
ini tidak bisa mempunyai wewenang untuk memaksaisahtuk berkata jujur.
Adapun semua keterangan tersebut dijadikan pertigdra bagi penyidik untuk
bisa melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi.

Saat menerima keterangan dari saksi, penyidik d#kan untuk
melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undadgng, seperti
diantaranya mengenai keberadaan identitas saksipdi@nsi saksi dalam hal
memberikan keterangan dan apa saja yang diketaksi Bxengenai kasus yang
bersangkutan. Penyidik juga mengingatkan kepadasi sélahwa apabila
keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan gabgnarnya, maka perbuatan

tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dart dgpdana.

2. Upaya Nonyuridis
a. Upaya Nonyuridis Dalam Hal Penyidikan Yang Harus Mengunjungi
Daerah Tujuan Kunjungan Kerja

Dalam proses penyidikan, kendala penyidik ialahufiamengunjungi
beberapa tempat yakni ke Medan, Jembrana, PalemBiangJakarta sesuai
dengan tujuan dari perjalanan dinas yang dilakulkdeh DPRD Kota
Probolinggo. Waktu yang dibutuhkan juga tidak sédenPihak penyidik
melakukan kunjungan tersebut sebagai upaya untukpeleh data yang
dimungkinkan tidak didapat saat pemanggilan saldiingga harus terjun

langsung ke daerah-daerah tersebut.

9 Hasil wawancara dengan Soegeng Prakoso S.H, &&mMsi Tindak Pidana Khusus
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Mengenai hal tersebut, pihak kejaksaan mengaku k tidaisa
mengkondisikan kendala ini selain tetap mengunjulegirah yang bersangkutan
dan mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk meahmdata guna membuat
terang tindak pidana korupsi. Perihal adanya keigaa dalam hal data dan
keterangan, pihak penyidik akan melanjutkan progenyidikan dalam
kapasitasnya pemanggilan jasa hotel dan akomaosiasibiut sebagai saksi. Salah
satu cara agar penyidikan ini efsien ialah mengkamaransportasi udara. Saat di
Medan, sebagai bentuk efisiensi, penyidik melakugarjalanan darat menuju

Palembang guna melakukan penyidikan.

b. Upaya Nonyuridis Dalam Hal Tenaga, Sarana dan Prasarana Di
Kegaksaan Yang Masih Kurang

Sedangkan untuk kendala dalam hal sarana dan anasterutama yang
berkenaan dengan pengisian pos Seksi Intelijen kasgng, Kepala Kejaksaan
Negeri memberi instruksi kepada tim penyidik untetdap melakukan penyidikan.
Pos Seksi Intelijen yang ditinggalkan pejabat yaegsangkutan karena mutasi
tetap dibiarkan kosong dan fungsi dilapangan selfagjesi Intelijen dibebankan
kepada Seksi Tindak Pidana Khusus. Sehubungan memgatersebut, pihak
Kejaksaan juga telah berkonsultasi ke Kejaksaamggarkait hal ini, baik soal
kurangnya anggota dan dana operasional yang teridenurut pihak Kejaksaan
Agung, pihaknya akan mempertimbangkan kendala hatsdemi mendukung

kinerja Kejaksaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yat®y maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus korupsi tersebut terjadi di DPRD Kota Proigdio dengan diawali

2.

laporan masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swaddgsyarakat, tokoh
masyarakat dalam hal ini ulama serta pimpinan asgan masyarakat dan
pers mengenai biaya perjalanan dinas yang diniiebihan. Korupsi
dilakukan dengan menggelembungkan dana perjalaivas deperti biaya
hotel, transportasi dan akomodasi. Pihak-pihak ytarldbat antara lain ialah
sekretaris dewan dan rekanan yakni CV. Gilang Rerkdengan melibatkan
beberapa orang saksi diantaranya anggota dewaak Bemyidik dalam hal
inimenggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Repunoldnesia Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidang&ioru

Dalam proses penyidikan, penyidik menemui kienklandala antara lain :
- Kendala yuridis
Adapun aspek yang termasuk ke dalam kendala iarafdin :
a. yakni ijin dari Gubernur untuk memeriksa sakari canggota dewan
yang membutuhkan waktu yang lama dan prosedur gakigp rumit.
b. yakni saksi yang tidak maksimal dalam memberikaterangan.

Jawaban dan keterangan dari saksi masih jauh dag giharapkan.
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Hampir semua saksi mengaku tidak ingat, pasif diak terbuka. Ada

indikasi saksi sudah diatur dan diarahkan

- Kendala Nonyuridia
Adapun kendala nonteknis dalam hal ini terdiri dari
a. yakni kendala dalam hal penyidik yang harus mepongi daerah tempat
kunjungan kerja yakni Medan, Jembrana, Palembanglakarta. Proses
ini membutuhkan waktu 20 (dua puluh) hari untuk o@nfakta-fakta
mengenai kasus korupsi perjalanan dinas di DPR[2 Robbolinggo.
b. kurangnya tenaga dan dana operasional yangtdsrlyang bekerja di
Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terutama dalaintihdak pidana

khusus

3. Penyidik mempunyai beberapa upaya untuk merngdtesdala dalam
mengungkap kasus korupsi perjalanan dinas di DPRIZa Krobolinggo,
upaya tersebut antara lain :

- Upaya Yuridis : pihak penyidik tidak mempunyaiwenang dan kuasa
untuk menekan dan memaksa Gubernur terkait simgigmeriksaan bagi
anggota dewan. Penyidik dalam hal ini hanya bisasnumggu dan
memantau. Sedangkan mengenai pengakuan saksi gedggan sudah
diarahkan, penyidik hanya dapat menghargai danp tetenjalankan
prosedur dalam undang-undang. Penyidik juga padal amenerima

keterangan dari saksi juga menyampaikan kepada ajaddsila keterangan
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yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenamgka temasuk
tindakan melawan hukum

- Upaya Nonyuridis : penyidikan yang dilakukan peiky ke daerah
tujuan kunjungan kerja seperti Palembang, Medanpdena dan Jakarta
ditempuh dengan perjalanan udara untuk memperdingiigu dan demi
efisiensi. Sedangkan dalam hal tenaga dan dana yesjh terbatas,
pihak Kejaksaan konsultasi mengenai kurangnya tendgn dana
operasional ke Kejaksaan Agung. Diharapkan Kejaksagung dapat
membantu mengatasi permasalahan ini terutama daddrtenaga kerja

dan dana operasional. .

B. Saran
1. Untuk mengurangi tindak pidana korupsi dalam penah dinas di
DPRD, perlu adanya peraturan yang mewajibkan kepadgota DPRD
untuk mempublikasikan hasil perjalanan dinas basemggaran ke
khalayak ramai. Dalam Undang-Undang Republik Ind@néNomor 4
Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelimugyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilakyBt Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalmurpgkbta, tidak
diwajibkan bagi anggota dewan untuk mempublikasikasil perjalanan
dinas dan anggaran yang digunakan, sehingga halamungkinkan bagi
anggota dewan untuk melakukan penyimpangan bailaraseteknis

maupun nonteknis
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2. Diperlukan penambahan jaksa penyidik, terutamand&al tindak pidana
khusus. Langkah ini sebagai antisipasi apabilaafgat beberapa kasus
tindak pidana khusus (korupsi) dalam waktu yangasdrangkah ini juga
sebagai antisipasi apabila terdapat kekosongarsipkarena beberapa

faktor seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri&kBtobolinggo.

3. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-kegabterkait seperti
pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan lemdaga dalam hal
penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidgaag lain. Koordinasi
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ksemn dalam

menjalankan tugasnya.
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